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MOTTO

Ketika sang ikan raksasa mulai memberlakukan aturannya sendiri
untuk melahap habis segerombolan ikan-ikan kecil,
maka pada saat itulah ikan-ikan kecil harus bersatu
untuk memutuskan
bagaimana cara mereka harus menghadapi sang ikan raksasa.

(Surendra Patel)

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1991, Dari Pelayanan Ke
Pembelaan, Jakarta: YLKI.
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RINGKASAN

Hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen dalam
satu transaksi barang dan/atau jasa seringkali menimbulkan konflik di
antara para pihak tersebut. Secara universal, berdasarkan berbagai hasil
penelitian dan pendapat para pakar, dan dalam Resolusi PBB 39/248
tentang Perlindungan Konsumen ternyata konsumen umumnya berada
pada posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pengusaha,
baik secara ekonomis, tingkat pendidikan maupun kemampuan atau daya
bersaing/daya tawar. Adanya kedudukan yang tidak seimbang di antara
pelaku usaha dan konsumen ini menciptakan adanya kebutuhan akan
perlindungan konsumen. Salah satu contoh konflik yang terjadi di antara
pelaku usaha dan konsumen adalah jatuhnya korban pistol mainan yang
mengakibatkan kerugian di pihak konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, skripsi dengan judul “KAJIAN YURIDIS
TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN
KORBBﬂ PISTOL MAINAN” ini mencoba mengkaji permasalahan
tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia
serta apa saja upaya yang dapat dan/atau telah dilakukan untuk memberi
perlindungan hukum terhadap konsumen dan korban pistol mainan.

Tujuan skripsi ini untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan
konsumen di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan upaya
perlindungan hukum bagi konsumen dan korban pistol mainan.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung
dengan sumber data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data
dengan wawancara dan studi literatur. Data yang diperoleh disusun secara

sistematis dan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Kemudian diambil

Xiil
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kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal
yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi ini kemudian disimpulkan
bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia sebelum
berlakunya UUPK didasarkan pada peraturan perundangan yang
materinya melindungi kepentingan konsumen meskipun undang-undang
tersebut tidak dikhususkan untuk melindungi konsumen. Setelah
berlakunya UUPK maka pelaksanaan perlindungan konsumen didasarkan
pada UUPK dengan tetap digunakan peratu'ran perundangan lain selama
tidak bertentangan dengan UUPK. ’Upaya perlindungan hukum bagi
konsumen dan korban pistol mainan tidak dapat dilakukan oleh Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) karena tidak
adanya pelimpahan kuasa dari konsumen dan korban pada LPKSM untuk
mewakili mereka di persidangan. Upaya preventif dilakukan dengan
memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak membeli dan
bermain dengan pistol mainan serta dilakukan razia terhadap pistol
mainan yang beredar di pasaran oleh pihak kepolisian. Upaya
pengembalian hak korban yang telah dirugikan dilakukan secara
kekeluargaan antara korban dengan konsumen pemakai yang mencederai
korban.

Akhirnya penulis memberikan saran agar pemerintah lebih cepat
bertindak apabila terjadi hal-hal yang merugikan konsumen. Konsumen
juga diharapkan lebih sadar hukum dan mengerti akan hak-haknya.
Pengusaha agar lebih bijaksana dan tidak hanya mementingkan

keuntungan pribadi.

Xiv
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan
berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa
yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya
merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat
komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan diversifikasi produk
yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi
telekomunikasi dan informatika, telah terjadi perluasan ruang gerak arus
transaksi barang dan/atau jisa melintasi batas-batas wilayah suatu negara.
Keadaan tersebut mengakibatkan konsumen pada akhirnya dihadapkan
pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif,
baik yang berasal dari produksi domestik tempat konsumen
berkediaman, maupuﬁ yang berasal dari luar negeri (Gunawan Widjaja
dan Ahmad Yani, 2000:11).

Kondisi seperti ini, pada satu sisi memberikan manfaat bagi
konsumen, karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan
dapat terpenuhi. Konsumen bebas untuk memilih aneka jenis dan kualitas
barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan
konsumen.

Namun, kondisi dan fenomena tersebut, pada sisi lainnya dapat
mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak
seimbang, konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi
objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya
oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan

perjanjian standar yang merugikaﬁ konsumen.

o o
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t2

Kegiatan pelaku usaha memperdagangkan barang produksinya
yang secara nyata telah menimbulkan kerugian pada konsumen salah satu
contohnya adalah dengan diperdagangkannya pistol mainan buatan Cina
yang sangat mirip dengan pistol asli. Pistol mainan yang dapat
menembakkan peluru plastik kaliber 6 mm ini telah banyak menimbulkan
korban luka di mata hingga terancam kebutaan, dan sebagian besar
korban adalah anak-anak usia 1 — 10 tahun.

Perdagangan pistol mainan ini telah melanggar Pasal 8 ayat
(1) huruf j Undang-undang I“\Tomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha : pelaku usaha
dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang
dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau
petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa
barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan
orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa
diketahui sifat bahayanya oleh yang membeli atau yang
memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 9
bulan atau kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling
banyak tiga ratus rupiah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam skripsi yang
berjudul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN KORBAN
PISTOL MAINAN?”, penulis mencoba untuk menguraikan tentang
bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia

serta apa saja upaya yang dapat dan/atau telah dilakukan untuk
memberi perlindungan hukum terhadap konsumen dan korban

pistol mainan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, Lembaga
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(%)

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) maupun

oleh konsumen dan korban secara pribadi.

1.2 Permasalahan

Bertolak dari latar belakang dan untuk membatasi ruang lingkup
materi yang akan dibahas agar dalam pembahasan nanti tidak terlalu luas
dan tanpa arah, maka penulis membatasi pembahasan hanya pada
permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia sebelum
dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen ?

2. apa upaya perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen dan
korban pistol mainan?

3. apa sajakah upaya yang telah dilakukan konsumen dan korban pistol

mainan untuk mengembalikan haknya yang telah dirugikan ?

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam
penulisan karya ilmiah. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut :
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan
yang bersifat akademis, yaitu :
1. untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. sebagai pengaplikasian ilmu hukum yang telah didapat dari bangku
kuliah ke dalam realitas permasalahan hukum di masyarakat;
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3. sebagai sumbangan pemikiran agar dapat dijadikan referensi

khususnya dalam bidang 'hul;um perlindungan konsumen.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji
mengenai :

1. pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia sebelum dan
sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen,; |

2. upaya-upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum
bagi konsumen dan korban pistol mainan;

3. upaya-upaya yang dapat dan telah dilakukan konsumen dan korban

pistol mainan untuk mengembalikan haknya yang telah dirugikan.

1.4 Metodologi

Untuk mencari dan mendapatkan serta mengumpulkan data
dibutuhkan prosedur dan metode penulisan yang sesuai dengan penulisan
ini sebagai suatu karya ilmiah. Adapun metode yang digunakan adalah :
1.4.1 Pendekatan Masalah

Didalam menyusun skripsi ini, digunakan pendekatan
masalah secara yuridis normatif vyaitu pendekatan vyang
menggunakan konsepsi legis positivis. Konsepsi legis positivis
adalah konsep yang memandang hukum sebagai norma-norma
yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga/pejabat yang
berwenang yang berlaku sebagai hukum positif (Ronny Hanitijo
Soemitro, 1990:72). Dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal
dalam UU No. 8 Tahun 1999 dan KUHPidana yang mengatur hal-

hal yang menjadi permasalahan. Metode pendekatan di atas
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digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar
pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu
dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya

dalam praktek.

1.4.2 Sumber Data -

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri
dari:

l. sumber data primer; yang menjadi sumber ciata primer yaitu pihak-
pihak yang terkait dengan masalah perlindungan konsumen,
khususnya perlindungan konsumen dan korban pistol mainan. Pihak-
pihak tersebut adalah YLKI Surabaya, YLKI DIY dan Yayasan KAKAK
Surakarta;

2. sumber data sekunder; yang menjadi sumber data sekunder yaitu
buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel koran dan

catatan lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penyusunan skripsi
ini adalah :

1. wawancara, yaitu proses pengumpulan data yang diperoleh dengan
mengadakan wawancara secara langsung ataupun lewat surat dengan
pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah perlindungan
konsumen, khususnya perlindungan konsumen dan korban pistol
mainan. Pihak-pihak tersebut adalah YLKI Surabaya, YLKI DIY dan
Yayasan KAKAK Surakarta;
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2. studi literatur, vyaitu proses pengumpulan data dengan cara
mempelajari dan menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-
undangan, artikel koran dan catatan lain yang berhubungan dengan

permasalahan dalam skripsi ini.

1.4.4 HAnalisa Data

Dalam menganalisa data dan permasalahan yang dibahas penulis
menggunakan anilisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara untuk
mendapatkan gambaran yang rasional dan obyektif tentang permasalahan
yang sedang dibahas. Fakta dan data yang diperoleh baik dari hasil studi
lapangan (data primer) maupun dari studi pustaka (data sekunder).
dianalisis dan dituangkan dalam suatu uraian logis dan sistematis.
Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat

umum menuju hal yang bersifat khusus.
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BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Jatuhnya korban pistol mainan yang terancam buta, seperti
yang gencar diberitakan rlnedia massa pada akhir tahun 1999
sampai dengan awal tahun 2000 sangat memprihatinkan. Apalagi
korban yang jatuh sebagian besar adalah kalangan anak-anak
yang berusia 1-10 tahun. Pistol mainan yang dimaksud di sini
adalah pistol mainan im\por dari Cina yang mempunyai bentuk
mirip senjata api sungguhan dan dapat menembakkan peluru
plastik sekaliber 6 mm. Pistol mainan yang bisa membahayakan
keselamatan anak-anak ini sebenarnya sudah dijual umum sejak
dua setengah tahun yang lalu (Kedaulatan Rakyat, 26 Januari
2000). Namun baru sekarang diributkan dengan merebaknya
kerusuhan yang timbul akibat banyaknya korban pistol mainan
tersebut. Pistol mainan ini, saat ini ternyata tidak hanya beredar
luas di perkotaan. Di daerah pedesaan, pistol berpeluru plastik
keras ini juga digemari anak-anak usia Sekolah Dasar.

Di daerah Pleret, Bantul, pistol mainan dijual secara
keliling oleh pedagang mainan anak ideran yang mengendarai
sepeda . Jika sekolah tidak libur, biasanya mereka menjajakan di
sekitar sekolah (Kedaulatan Rakyat, 26 Januari 2000). Sementara
dari hasil pantauan YLKI DIY, seperti dikatakan pihak YLKI DIY,
26 April 2000, sejumlah toko di Yogyakarta memang memasarkan
mainan itu. Pistol mainan yang harganya berkisar
Rp. 7.500,00 - Rp. 15.000,00 di daerah Jetisharjo dipasarkan
oleh pedagang kaki lima. Di sejumlah toko, pistol
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mainan ini juga banyak dipajang. Meski demikian, begitu
mendengar tentang bahaya pistol mainan, beberapa toko segera
menyimpannya lagi. Namun penyimpanan tersebut bukan berarti
pistol mainan tersebut tidak dijual lagi, melainkan penjualan
dilakukan secara diam-diam. Toko-toko yang menjual mainan
tidak lagi memajang pistol mainan secara mencolok, tetapi
mereka menyamarkannya atau inencampurkan dengan mainan
sejenis yang tidak berbahaya, misalnya pistol-pistolan laser.
Tampaknya kalangan penjual pistol mainan ini lebih
mengutamakan keuntungan hasil penjualan dibandingkan dengan
memperhatikan keselamatan konsumen yang terancam bahaya.
Hal ini dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan penulis
terhadap sejumlah penjual mainan emperan yang menjual pistol
mainan ini di sekitar Matahari Dept. Store dan Pasar Tanjung
Jember pada bulan Maret 2000. Mereka mengatakan, selama
tidak ada larangan dari polisi, mereka akan tetap menjual pistol
mainan tersebut, sebab mereka sudah terlanjur mengeluarkan
uang untuk membeli pistol mainan tersebut. Menurut mereka,
akan tidak masuk akal apabila mereka melarang pembeli yang
akan membeli barang yang mereka perdagangkan.

Di kota Surakarta, pistol mainan ini dijajakan mulai dari
kaki lima sampai ke toko-toko mainan. Harganya relatif murah,
mulai dari Rp. 5.000,00 untuk sepucuk pistol hingga Rp. 25.000,00
untuk senapan serbu AK-47 sudah termasuk 50 butir peluru
plastik. Hasil pantauan Yayasan KAKAK 19 Januari 2000 (Siaran
Pers Pistol Mainan Berb_ahaya), pistol mainan buatan Cina ini
dengan merek antara lain GUN, MENG ]I, AIR SPORT GUN (MENG
BAO) kaliber 6 mm,masih dijual di Toserba Surya , Toko Gudang
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Rabat Alfa, dan Toko Atria dengan harga Rp. 13.400,00 -
Rp. 27.000,00. Sementara di Matahari Dept. Store dan Mitra
Toserba stok mainan tersebut sudah habis terjual karena sangat
digemari anak-anak. .

Seperti dikutip Bernas, 20 Januari 2000, berita di media
massa ibu kota menyatakan pistol mainan itu melukai 70 anak di
Bandung sehingga terancam buta. Di RS Mata William Booth
Semarang, setiap hari, selalu ada balita yang matanya tertembak
pistol mainan itu. Bahkan rata-rata mereka mengalami cidera
yang cukup parah, yakni bola mata hitamnya pecah. Sekitar 80
pérsen dari korban rata-rata terancam kebutaan. Di Semarang
secara keseluruhan ada sekitar 50 anak yang datang karena
tertembak pistol mainan. Yang kondisinya parah mencapai 30 -
40 anak, sisanya mengalami pendarahan dan matanya masih bisa
diselamatkan.

Kejadian ini menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran
terhadap hak konsumen, terutama konsumen anak, yaitu hak
konsumen untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan atas
barang yang dipakainya. Selain itu hak konsumen untuk
mendapatkan informasi mengenai peringatan bahaya pistol
mainan ini tidak dicantumkan. Misalnya dalam kemasan Air Sport
Gun, tidak ditulis pada usia berapa anak boleh bermain dengan
pistol mainan ini. Kalaupun ditulis peringatan, bahasa yang
digunakan dalam bungkus kérd,us pistol mainan ini adalah Bahasa
Inggris dan Bahasa Cina, sehingga menyulitkan anak-anak dan

orang tua untuk memahami larangan-larangan yang tertulis

dalam kemasan tersebut.
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2.2 Dasar Hukum

Pembahasan dan analisa hasil konsultasi mengenai upaya
perlindungan hukum bagi konsumen dan korban pistol mainan
pada skripsi ini dengan menggunakan dasar hukum sebagai
berikut :
1. Pasal 7 huruf f UUPK

Kewajiban pelaku usaha adalah : memberi kompensasi,
ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan.

2. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha : pelaku usaha
dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang
dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau
petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pasal 8 ayat (4) UUPK
Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1)
dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa
tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
4. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUPK
Menteri dan Menteri Teknis berwenang menarik barang
dan/atau jasa dari peredaran.
5. Pasal 24 ayat (1) huruf a UUPK

Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada
pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi
dan/atau gugatan konsumen apabila : pelaku usaha lain
menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa
pun atas barang dan/atau jasa tersebut.
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6. Pasal 45 ayat (1) huruf d UUPK

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan
oleh pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan
mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban
yang tidak sedikit.

7. Pasal 46 ayat (1) huruf ¢ UUPK

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan
oleh: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau
yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan
tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah
untuk kepentingan perlindugan konsumen dan telah
melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasarnya.

8. Pasal 205 ayat (1) KUHPidana

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa
barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan
orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui
sifat bahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh,
diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau
kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak tiga
ratus rupiah.

9. Pasal 205 ayat (3) KUHPidana

Barang-barang itu dapat di sita.

10. Konvensi hak anak PBB yang telah diratifikasi pemerintah
melalui Keppres No. 36 Tahun 1990

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen

Sebelum lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen belum

jelas apa yang dimaksud dan apa saja yang termasuk di dalam cabang

hukum hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen.
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Sekalipun demikian, ﬁampir semua orang sudah menyebutkan tentang
hukum  konsumen, terutama hukum perlindungan konsumen.
Kemungkinan besar meningkatnya kebutuhan masyarakat akan
perlindungan bagi konsumen terhadap dampak (negatif) hubungan
penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan konsumen oleh pengusaha
dan penggunaannya oleh konsumen; merupakan salah satu penyebab.
Tentu saja tidak dapat dihindarkan juga pengaruh global perkembangan
kehidupan antar bangsa pada umumnya dan kehidupan sosial-ekonomi-
hukum pada khususnya (Az. Nasution, 1995:61). Namun, keadaan telah
berubah setelah lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor
8 Tahun 1999 pada tanggal 20 April 1999, meskipun undang-undang ini
baru efektif berlaku pada tanggal 20 April 2000.

Beberapa hal penting yang terkait erat dengan hukum
konsumen dan hukum perlindungan konsumen diatur
pengertiannya dalam UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 1, antara lain
yaitu :
angka 1

Perlindungan konsumen adalah segala usaha yang menjamin

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen.
angka 2

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.

angka 3

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik
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Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.

angka 9
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui
Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani
perlindungan konsumen.
angka 11
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang
bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara
pelaku usaha dan konsumen.
angka 12
Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang
dibentuk untuk membantu upaya pengembangan
perlindungan konsumen.

Hukum konsumen terdiri atas rangkaian peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang perilaku orang
dalam pergaulan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup
mereka. Orang-orang tersebut terutama terdiri atas (pengusaha)
penyedia barang atau penyelenggara jasa yang merupakan
kebutuhan hidup manusia serta konsumen pengguna barang atau
jasa tersebut (Az. Nasution, 1995:64).

Az. Nasution (1999:23) membuat batasan (definisi) hukum konsumen
sebagai: |

Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-
kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan
dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara

penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan
bermasyarakat.
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Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum
konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur,
dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Sejalan
dengan batasan hukum konsumen, maka hukum perlindungan konsumen
adalah :

Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur
dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah
penyediaan dan penggunaan produk Lkonsumen antara
penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat
(Az. Nasution, 1999:23).

Dalam Bab II UU No. 8 Tahun 1999 diatur mengenai asas dan
tujuan perlindungan konsumen, yaitu :
Pasal 2 :

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta
kepastian hukum.

Pasal 3:

Perlindungan konsumen bertujuan :

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian
konsumen untuk melindungi diri;

b.mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang
dan/atau jasa;

c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d.menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan

informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

e. menumbuhkan kesadaran pelaku wusaha mengenai
pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap
yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa,
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kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
konsumen.

Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan
masalah konsumen itu terdapat di dalam berbagai bidang hukum, baik
tertulis maupun tidak tertulis; antara lain hukum perdata, yang termasuk di
dalamnya hukum daghng dan hukum perdata internasional terutama
konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan
konsumen, serta hukum publik, yang mencakup di dalamnya hukum
pidana dan hukum administrasi negara.

Hukum umum (general law) tetap digunakan dalam mengatasi
masalah perlindungan konsumen meskipun telah diterbitkan Undang-
undang tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan ini tertuang jelas
dalam Pasal 64 UU No.8 Tahun 1999 yang berbunyi :

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan
melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini
diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara
khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-
undang ini.

Penggunaan hukum umum, jrang pada penerbitannya tidak khusus
ditujukan untuk perlindungan konsumen, mempunyai segi-segi positif
disamping segi negatifnya (Az Nasution, 1999:23). Segi positifnya adalah
dengan peraturan perundang-undangan yang ada :

1. dapat ditanggulangi hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah
yang berkaitan dengan konsumen dan penyedia produk konsumen;
2. berarti kedudukan konsumen dan penyedia produk konsumen adalah

sama di depan hukum.
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Segi negatifnya adalah :

1. pengertian dan istilah yang digunakan di dalam peraturan perundang-
undangan yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen dan
perlindungan konsumen;

2. kedudukan hukum yang sama antara konsumen dan penyedia produk
konsumen (pengusaha) menjadi tidak berarti apa-apa, karena posisi
konsumen tidak seimbang, lemah dalam pendidikan, ekonomis dan
daya tawar dibandingkan dengan pengusaha penyedia produk
konsumsi konsumen amatir berhadapan dengan pengusaha yang
profesional;

3. prosedur dan biaya pencarian keadilan belum mudah, cepat, dan biaya
murah sebagaimana dikehendaki perundang-undangan yang berlaku.

Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan
dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam
kedudukan sosial ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikan (Az.

Nasution, 1995:66). Secara universal, berdasarkan berbagai hasil

penelitian dan pendapat para pakar, dan dalam Resolusi PBB 39/248

tentang Perlindungan Konsumen ternyata konsumen umumnya berada

pada posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pengusaha,
baik secara ekonomis, tingkat faendidikan maupun kemampuan atau daya
bersaing/daya tawar. Kedudukan konsumen ini baik yang bersaing dalam
suatu organisasi, apalagi yang secara individu, tidak seimbang

dibandingkan dengan kedudukan pengusaha (Az. Nasution, 1995:65).

Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka, konsumen

yang berkedudukan seimbang demikian dengan pengusaha, maka

mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan

hak-hak mereka.
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Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-
pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam
masyarakat itu tidak seimbang. Kenyataan menunjukkan bahwa
kedudukan konsumen yang berjumlah besar itu secara kelompok apalagi
individu, sangat lemah dibandingkan dengan para-peiiycuia wcbutuhan
konsumen, baik penyedia éwasta maupun pemerintah (Az. Nasution,
1995:67).

Berbagai pihak berkaitan dengan produk konsumen, menunjukkan
bahwa pihak-pihak dalam suatu hubungan hukum dan/atau masalah
konsumen dapat terjadi tidak saja antara konsumen dan pengguna
produk konsumen tersebut, tetapi dapat juga dengan pihak-pihak
lainnya (Az. Nasution, 1999:24). Antara lain dengan pemerintah, khususnya
berkaitan dengan tindakan administratif yang diputuskan atau harus
diputuskannya. Jadi, tegasnya para pihak yang terkait dalam perlindungan
konsumen itu terdiri dari para pelaku usaha — pemeritah - konsumen yang

ketiganya saling terkait satu sama lain.

2.3.2 Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Perdata

Yang dimaksud dengan perlindungan konsumen dalam hukum
perdata adalah adanya aspek-aspek keperdataan yang mempengaruhi
dan berperan dalam perlindungan konsumen. Aspek keperdataan ini
dimaksudkan segala hal berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban
konsumen yang bersifat keperdataan dalam hubungan konsumen dan
penvedia barang dan/atau penyelenggara jasa (pelaku usaha).

Beberapa yang dinilai penting dalam hubungan konsumen dan
penyedia barang dan/atau penyelenggara jasa (pelaku usaha) itu antara

lain adalah :
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1. Hal yang berkaitan dengan informasi;

Informasi tentang barang dan/atau jasa merupakan
kebutuhan pokok bagi konsumen sebelum ia menggunakan
dananya untuk mengadakan transaksi konsumen tentang barang
dan/atau jasa tersebut (Az. Nasution, 1999:87). Salah satu dari
macam informasi yang dibutuhkan oleh konsumen adalah
informasi tentang keamanan dalam penggunaan produk barang
dan/atau jasa tersebut. Informasi tersebut dapat diperoleh dari
keterangan atau bahan-bahan lisan atau tulisan, dari pelaku
usahanya sendiri atau melalui brosur maupun dalam kemasan
pembungkus barang dan/atau jasa tersebut.

Mengenai informasi ini diatur dalam :

a. Pasal 4 huruf ¢ UU No. 8 Tahun 1999
Hak konsumen adalah : hak atas informasi yang benar,
jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa.
b. Pasal 7 huruf b UU No. 8 Tahun 1999

Kewajiban pelaku usaha adalah : memberikan informasi
yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan.

c. Pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : tidak
memasang label atau membuat penjelasan barang yang
memuat antara lain nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau
netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat
sampingan, nama dan alamat pelaku usaha (huruf i) serta tidak
mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan
barang dalam Bahasa Indonesia (huruf i)
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2. Hal-hal yang berkaitan dengan perikatan

Hubungan hukum atau masalah antara konsumen dengan penyedia
barang atau penyelenggara jasa, umumnya terjadi melalui suatu
perikatan, baik karena perjanjian atau karena undang-undang (Az.
Nasution, 1999:74). Perikatan itu dapat terjadi secara tertulis ataupun tidak
tertulis, tergantung suasana hukum di lingkungan terjadinya perikatan itu;
dalam suasana hukum adat atau suasana dengan pengaruh hukum perdata
(barat).

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata diatur mengenai syarat-syarat
perjanjian, yaitu :

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat :
sepakat mereka yang mengikatkan diri;

kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

suatu hal tertentu;

suatu sebab yang halal.

03 B9 B

3. Ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen
Hal-hal yang termasuk dalam kelompok hukum perdata yang diatur
dalam UU No. 8 Tahun 1999 adalah:
a. ketentuan termuat dalam Pasal 3 tentang tujuan undang-undang;
b. ketentuan termuat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tentang hah-hak dan
kewajiban konsumen;

Hak konsumen adalah :
- a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan;
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e) hak untuk mndapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara
patut;

f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif;

h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima
tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya;

1) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah :

a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi
keamanan dan keselamatan;

b) beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian
barang dan/atau jasa;

c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa
perlindungan konsumen secara patut.

- ketentuan termuat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tentang hak-hak dan -
kewajiban pelaku usaha;

Hak pelaku usaha adalah :

a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan;

b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beriktikad tidak baik;

c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen;

d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.
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Kewajiban pelaku usaha adalah :

a) beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b) memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta
memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan
pemeliharaan;

¢) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif;

d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi
dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar
mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji,
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta
memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat
dan/atau diperdagangkan;

f) memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian
atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g) memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai
dengan perjanjian.

2.3.3 Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Publik _

Yang dimaksud adalah adanya segi-segi hukum publik yang
menjadi sumber dan atau berpengaruh pada hukum konsumen
dan atau hukum perlindungan konsumen(Az. Nasution, 1999:113).
1. Aspek hukum administrasi

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea 4
menugaskan pemerintah untuk “...membentuk suatu pemerintah
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indoz‘lesm

Hukum administrasi mengatur kegiatan penataan dan
kendali pemerintah terhadap berbagai kegiatan kehidupan
kemasyarakatan termasuk . diantaranya membuat peraturan

perundang-undangan, pemberian ijin atau lisensi, mengadakan
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perencanaan, dan pemberian subsidi (Az. Nasution, 1999:115).
Pelaksanaan fungsi pemerintah dalam menumbuhkan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum diselenggarakan
dengan menjalankan kewenangan pembinaan dan pengawasan
terhadap berbagai kégiatan yang diéelenggarakan oleh
masyarakat bangsa itu seperti diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan tertentu. Diantaranya adalah Undang-
undang Perlindungan Konsumen; UU No. 8 Tahun 1999.

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan
konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 diatur dalam Bab VII yang terdiri
dari Pasal 29 dan Pasal 30.

Tugas pembinaan dijalankan oleh pemerintah atas setiap pelaku
usaha. Pasai 29 berbunyi sebagai berikut :

(1) pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan
perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak
konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban
konsumen dan pelaku usaha;

(2) pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan
konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
menteri dan/atau menteri teknis terkait;

(3) menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan
koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen;

(4) pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:

a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat
antara pelaku usaha dan konsumen;

b. berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat;

c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta
meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
perlindungan konsumen.

(5) ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan
perlindungan konsumen diatur dengan peraturan pemerintah.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Selanjutnya berkenaan dengan pengawasannya, diatur dalam Pasal
30 yang berbunyi : .

(1) pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen
serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan
diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

(2) pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait;

(3) pengawasan oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat dilakukan terhadap barang
dan/atau jasa yang beredar di pasar;

(4) apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri
teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

(5) hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapat disebarluaskan
kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan
menteri teknis;

(6) ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan
pemerintah.

2. Aspek hukum pidana

Asas hukum yang berbunyi “nulla poena sine previa lege peonali”
yang berarti “tiada hukuman tanpa adanya undang-undang yang
mengaturnya terlebih dahulu.”(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
1995:66). Ketentuan pidana‘dalam suatu undang-undang mempunyai arti
yang sangat penting dalam upaya perlindungan konsumen. Dalam
Undang-undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999
ketentuan pidana termuat dalam Bab XIII Bagian Kedua Pasal 61, Pasal 62
dan Pasal 63.
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Pasal 61
Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha
dan/atau pengurusnya.
Pasal 62

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17
ayat(l) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17
ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(38) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit
berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana
yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62,

dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

a. perampasan barang tertentu;

b. pengumuman keputusan hakim;

c. pembayaran ganti rugi;

d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan
timbulnya kerugian konsumen;

e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau

f. pencabutan izin usaha.

3. Aspek hukum internasional
Sumber-sumber hukum sebagaimana ditetapkan dalam Piagam
Mahkamah Internasional (Pasal 38) terdiri atas :
a. perjanjian-perjanjian internasional (traktat);
b. kebiasaan internasional, terbukti dalam praktek umum dan diterima

sebagai hukum;
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c. asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;

d. keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum
internasional dari berbagai negara sebagai tambahan untuk
menentukan hukum(Mochtar Kusumaatmadja,1982:107).

Resolusi PBB 39/248, Bab IV tentang International Cooperation, butir

44 memuat :

Governments should develop strengthen information links
regarding products which have been banned, withdrawn or severely
restricted in order to enable other importing countries to protect
themselves adequately against the harmful effects of such product (Az.
Nagiticn, L30F 124

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen juga terdapat

ketentuan-ketentuan hukum perdata internasional. Ketentuan tersebut
antara lain termuat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j yang berbunyi :

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan
barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau
petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.4 Perbuatan Melanggar Hukum

Dalam KUHPerdata diatur tentang hubungan hukum yang lahir
karena undang-undang, baik karena undang-undang saja maupun karena
undang-undang sebagai ‘akibat perbuatan seseorang. Perbuatan
seseorang itu dapat berupa perbuatan yang diperbolehkan maupun
perbuatan yang melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian
pada orang lain.

Pengertian perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad)
menurut Wirjono Prodjodikoro (1967:12). adalah suatu perbuatan yang
mengakibatkan hilangnya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.
Perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang
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bunyinya "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian

kepada seorang lain, mewajibka;n orang yang karena salahnya

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Pada awalnya istilah onrechtmatige daad diartikan secara sempit,
yaitu hanya mengenai perbuatan yang secara langsung melanggar suatu
peraturan hukum. Setelah tahun 1919 istilah tersebut diartikan secara luas
yaitu meliputi pula perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau
kepantasan dalam pergaulan hidup bermasyarakat (Wirjono Prodjodikoro,
1967:13).

Dikenal adanya dua teori sebab akibat suatu perbuatan dikatakan
perbuatan melanggar hukum (Wirjono Prodjodikoro, 1967:21) yaitu :

1. Teori qonditio sine qua non, yang menyatakan bahwa suatu hal adalah
sebab dari suatu akibat, akibat tidak akan terjadi jika sebab tidak ada.
Teori ini mengenal banyak sebab dari suatu akibat.

2. Teori adequate veroorzaking (sebab yang mempunyai sifat dapat
dikira-kira), artinya suatu hal baru dapat dikatakan sebagai suatu
sebab dari akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-
kira lebih dahulu bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.

Pasal 1365 KUHPerdata tidak membedakan antara kesengajaan dan
kelalaian/kurang hati-hati, hanya mengatur harus adanya kesalahan
(schuld) di pihak pembuat perbuatan melanggar hukum (Wirjono
Prodjodikoro, 1967:28). Lain halnya dalam hukum pidana yang membuat
perbedaan yang sangat besar antara kesengajaan dan kelalaian/kurang
hati-hati, contohnya adalah Pasal 338 dan Pasal 359 KUHPidana.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BABTII
PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia
3.1.1 Sebelum Berlakunya U’nda.ng-Unda;ng Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen
Masalah perlindungan konsumen bukan hanya menjadi masalah

pemerintah saja. Namun perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab
secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat
dalam hal ini termasuk juga lembaga atau yayasan yang dibentuk secara
swadaya oleh masyarakat untuk kepentingan perlindungan konsumen dan
pelaku usaha. Di Indonesia beberapa Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat itu antara lain : YLKI Jakarta, YLKI Bandung, YLKI DIY,
YLKI Surabaya, YLKI Semarang, YLKI Ujung Pandang, dan sebuah yayasan
yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen anak, Yayasan
KAKAK di Surakarta.
A. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang pertama
kali di Indonesia adalah YLKI di Jakarta. YLKI lahir bulan Mei 1973 dengan
motto melindungi konsumen, menjaga martabat konsumen dan membantu
pemerintah. Secara historis, pada awalnya yayasan ini berkaitan dengan
rasa mawas diri terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang
dalam negeri (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000:15). Atas desakan
suara-suara dari masyarakat, kegiatan promosi ini harus diimbangi
dengan langkah-langkah pengawasan, agar masyarakat tidak dirugikan
dan kualitasnya terjamin. Adanya desakan dan keinginan masyarakat

untuk melindungi dirinya dari barang yang rendah mutunya telah memacu

27
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YLKI untuk memikirkan secara sungguh-sungguh upaya untuk melindungi
konsumen ini, dan memulai gerakan merealisasikan cita-cita itu.

Maksud dan tujuan dari LPKSM adalah untuk memberikan bimbingan
dan perlindungan kepada masyarakat konsumen menuju kesejahteraan
keluarga. Dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya tersebut
kegiatan/upaya yang dilakukan oleh LPKSM antara lain :

a. Penelitian, survey dan pengujian mutu barang
Kegiatan bidang penelitian termasuk ' pengujian dan survei
merupakan salah satu dari kegiatan pokok LPKSM (Yayasan Lembaga

Konsumen Indonesia, 1993:10). Tujuannya untuk memperkuat

kedudukan konsumen, melindungi dan membela hak-hak yang dimiliki

konsumen (Brosur YLKI Surabaya). Dalam kaitan ini maka hak untuk
memperoleh informasi atas isi dan kebenaran suatu komoditi menjadi
kebutuhan yang hakiki. Penggalian informasi melalui kegiatan
pengujian dilakukan dengan pengujian laboratorium terhadap suatu
barang, sedangkan kegiatan survei dilakukan untuk memperoleh
gambaran terhadap cara-cara penjualan, ataupun kesan para

penggunanya (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1993:11).

Pengujian yang dilakukan LPKSM meliputi pengujian perbandingan

terhadap suatu komoditi dari semua merek yang bisa ditemui di pasar,

dan/atau sebuah pengujian tunggal terhadap suatu barang berdasar
suatu parameter tertentu. Pengujian tunggal seperti ini biasa dilakukan
terhadap barang pengaduan yang diterima LPKSM dari konsumen
karena merasa dirugikan pada saat menggunakan atau
mengkonsumsinya, atau pengujian terhadap suatu barang dengan
tujuan advokasi atau karena mengandung suatu bahan tertentu yang

dicurigai.
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Langkah pengujian diawali da;'i menentukan suatu komoditi yang
akan diuji (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia,1993:11). Komoditi
dipilih dengan alasan sebagai berikut :

1) produk baru atau jenis baru yang diperkenalkan ke masyarakat.
Produk seperti ini biasanya tidak memberikan informasi yang
sebenarnya melainkan hanya keunggulan-keunggulannya saja.
Segala kekurangan atau bahaya yang kemungkinan ada tidak
pernah diberikan peringatan di dalam petunjuk mereka, bahkan
terkadang dengan sengaja disembunyikan.

2) produk yang membanjiri pasar dengan gencar sehingga semakin
lama semakin banyak jenis dan merek yang bisa ditemui.

3) produk dicurigai mengandung bahan kimia berbahaya atau telah
membuat keresahan tertentu di masyarakat. Produk yang diuji
dengan alasan ini sering kali juga berasal dari pengaduan yang
masuk ke LPKSM atau melalui surat kabar.

Setelah komoditi ditentukan, dilakukan survei pasar untuk melihat

kondisi sebenarnya dari keadaan barang yang diperjualbelikan.

. Menangani pengaduan dan keluhan masyarakat
Tingkat kemajuan kesadaran masyarakat konsumen, akhir-akhir ini

banyak ditandai adanya keberanian untuk menggugat keberadaan hak

yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dari catatan LPKSM bahwa
sebelum tahun 1990 proses penuntutan yang dilakukan lazimnya
melalui LPKSM, namun setelah tahun 1990 terdapat kecenderungan
baru yaitu penyampaian tuntutan atas dasar kesadaran masyarakat
sendiri térutama lewat media massa yang ada (Yayasan Lembaga

Konsumen Indonesia,1993:21). Kondisi ini tentu saja merupakan

perkembangan yang mempunyai arti penting bagi proses tumbuhnya

arti gerakan konsumen.
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Dalam melihat perubahan sikap masyarakat semacam ini, LPKSM
perlu meningkatkan kemampuannya agar dapat mengantisipasi dan
memfasilitasi agar geraﬁan konsumen dapat lebih terkelola dengan
hasil yang nyata. Untuk itulah, maka melalui kegiatan bidang
pengaduan LPKSM diupayakan untuk mengembangkan forum-forum
dialog konsumen dan produsen. Sudah barang tentu, kegiatan forum
dialog antara produsen dan konsumen yang dapat mempertemukan
dua kepentingan dengan titik tolak pembahasaan keluhan masyarakat
konsumen, haruslah dilakukan secara terus menerus agar terjadi
sosialisasi gagasan pada masyarakat konsumen. Dalam forum dialog ini
LPKSM bertindak sebagai fasilitator.

Berdasarkan pengalaman LPKSM melakukan kegiatan penyelesaian
pengaduan, maka dalam jangka panjang agaknya kegiatan yang akan
mengambil porsi terbesar berkisar pada upaya memperjuangkan
kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat konsumen secara massal
(gugatan/penyelesaian  kolektif), dan pencarian model bagi
penyelesaian masalah konsumen rentan (baik di kota maupun di desa)
yang secara struktural tidak mampu memperjuangkan hak-haknya
(Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1993:23).

. Pendidikan, penyuluhan dan penerangan

Meskipun banyak pihak yang bertanya terhadap essensi dunia
pendidikan di Indonesia, namun bagi sebuah kegiatan perlindungan
konsumen, agaknya tujuan sebuah pendidikan bagi konsumen tidaklah
sekedar memberikan informasi dan pengetahuan belaka, namun
haruslah mampu untuk menumbuh-kembangkan aktivitas perubahan
sikap para pelakunya (Yayasan ‘Lembaga Konsumen Indonesia,
1993:24). Dengan maksud dan tujuan tersebut, maka bidang

pendidikan dan penerangan LPKSM melakukan serangkaian kegiatan
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yang mengarah pada timbulnya kesadaran baru masyarakat
konsumen. |

Ada dua ciri yang menonjol dalam kegiatan yang dilakukan, yaitu
sebuah aktivitas klasikal yang mempunyai target pemberian informasi
tentang masalah-masalah yang dihadapi konsumen (Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia, 1993:24). Inj lazim diklasifikasikan sebagai
kegiatan penyuluhan, dan ada pula kegiatan pendidikan yang
dikategorikan pelatihan terstruktur yang bertujuan menggerakkan *
inovasi dan keaktifan kelompok sasaran. Bidang pendidikan LPKSM
melakukan pelatihan terstruktur menggunakan jalur kelompok-
kelompok wanita, remaja, dan organisasi konsumen di daerah.
Perbedaan bentuk antara penyuluhan dan pelatihan, terletak pada
jumlah materi pendidikan yang diberikan. Jika pada penyuluhan materi
yaiy Qloefiran \efoatas pada satu atau dua maten yang dikehendak
peserta, sedangkan pada penyelenggaraan pelatihan selain jadwal dan
isi yang terprogram, juga materi pelatihannya mencakup semua aspek
penting dalam masalah-masalah perlindungan konsumen. Ciri khas
yang menonjol dan merupakan inti pada kegiatan pelatihan adalah
upaya untuk penyusunan sebuah rencana kegiatan bagi masing-masing
peserta setelah masa pelatihan selesai.

Kegiatan pendidikan, penyuluhan dan penerangan juga dilakukan
melalui media massa umum dalam bentuk artikel LPKSM maupun
media massa khusus yang diterbitkan oleh YLKI yaitu Warta Konsumen,
selain juga dilakukan melalui siaran radio atau televisi.

d. Jaringan kerja LPKSM
Untuk memperkuat gerakan dan agar LPKSM mampu menangani

semua masalah konsumen yang sangat beragam, maka LPKSM pada

masing-masing daerah senantiasa melakukan hubungan dengan LPKSM
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di daerah lain (Brosur YLKI Surabaya). Kegiatan ini juga berfungsi
untuk saling bertukar informasi tentang masalah konsumen yang
dihadapi dan cara penanganannya.

Selain hubungan antar LPKSM di daerah, LPKSM juga melakukan
hubungan dengan lembaga konsumen di luar negeri. Hubungan
tersebut dimaksudkan untuk menambah wawasan tentang
perlindungan konsumen karena ilmu tentang perlindungan konsumen
di luar negeri sudah lebih maju dibandingkan dengan di Indonesia. Di
Indonesia bidang hukum konsumen dan hukum perlindungan
konsumen masih dapat dikatakan sebagai bidang ilmu baru.

Pilihan-pilihan kegiatan LPKSM, selain mencari dasar dan peluang
bagi upaya mempercepat tujuan yang diimpikannya, sekaligus sebagai
salah satu tanggung jawab Iakan pemenuhan kebutuhan pada strategi-
strategi baru.

Upaya memperjuangkan kepentingan konsumen, pada saatnya
akan berhadapan pula dengan kondisi dan percaturan kepentingan politik
dan ekonomi yang sangat merugikan kepentingan masyarakat konsumen.
Ini secara sadar akan dihadapi oleh LPKSM (Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia, 1993:8). Oleh karena itu LPKSM menetapkan langkah untuk :

1) LPKSM akan tetap konsisten dengan keberadaan perjuangannya yakni
melindungi kepentingan konsumen. Bentuk-bentuk mekanisme baru
dalam penyelesaian kasus konsumen akan ditingkatkan pada
persoalan lain yang lebih mendasar seperti adanya sistim monopoli
serta mendesak keterbukaan pihak lain dalam menjalankan fungsinya
secara lebih auditable dan accountable.

2) LPKSM akan memainkan peran yang lebih aktif dalam upaya penyiapan

masyarakat konsumen yang lebih kritis dan tahu akan hak-haknya,

serta semaksimal mungkin mendorong tumbuhnya iklim keterlibatan
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konsumen dalam pengambilan keputusan-keputusan pihak luar
maupun kekuasaan negara yang dapat memberikan dampak pada
kepentingan konsumen.

3) LPKSM akan terus berupaya untuk mewujudkan keberhasilan
terciptanya undang-undang dan peraturan lain yang secara nyata
mampu melindungi masyarakat konsumen dari praktek-praktek niaga
negatif maupun kebijakan lain yang tidak mencerminkan aspirasi
masyarakat konsumen.

4) LPKSM dengan segala konsekuensinya, akan menempuh jalur-jalur
hukum yang ada, guna mencapai keadilan pada kasus-kasus gugatan
konsumen yang dipercayakan masyarakat kepada LPKSM setelah
proses pencapaian kesepakatan tidak terpenubhi.

5) LPKSM akan melakukan upaya penggalangan masyarakat untuk
memperbesar kepedulian serta dukungan moral dan material guna
pencapaian tujuan perlindungan konsumen.

Jika sebuah pertanyaan dilc.mtarkan pada LPKSM : "Siapakah
golongan konsumen yang akan menjadi prioritas perlindungannya?”,
maka jawabannya adalah konsumen rentan. Namun fakta menunjukkan
bahwa konsumen yang secara sadar kritis terhadap hak-haknya ternyata
dari masyarkat golongan nlenengah ke atas. Ini misalnya jika ditelusuri
dari latar belakang sosial konsumen fang menyampaikan keluhan dan
pengaduan baik langsung ke LPKSM maupun melalui media massa.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas, LPKSM juga selalu
berupaya dan mengusahakan agar pemerintah membentuk undang-
undang yang khusus mengatur tentang perlindungan bagi konsumen.
Usaha LPKSM ini dibuktikan dengan diterbitkannya buku “Perlindungan
Konsumen Indonesia, sumbangan pemikiran tentang Rancangan Undang-
Undang Perlindugan Konsumen” oleh YLKI Jakarta pada tahun 1981.
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B. Pemerintah h
Meskipun undang-undang yang secara khusus mengatur tentang

perlindungan konsumen baru lahir pada 20 April 1999, bukan berarti

sebelum lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen itu pemerintah
tidak memperhatikan kepentingan konsumen. Hal ini dapat terbaca jelas

pada: ,

a. Pembukaan UUD 1945 alinea 4 “Kemudian dari pada itu untuk
membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia ...........ccciceieiiiiiiiiiiniiiiniiiniiireen, 3
Kalimat pada pembukaan UUD 1945 alinea 4 tersebut secara tersirat
mempunyai arti perlindungan terhadap hak-hak bangsa Indonesia
yang termasuk pula di dalamnya adalah hak-hak/kepentingan
konsumen.

b. UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Dalam penjelasan otentik
pasal 27 ayat (2) ini berbunyi “Telah jelas, pasal ini mengenai hak-hak
warga negara.” Hak-hak warga negara termasuk pula di dalamnya
adalah hak-hak konsumen.

c. TAP MPR No. IV/MPR/1978, Bab IV (Pola umum Pelita III), D (Ekonomi),
butir 7 (Perdagangan) “Dengan makin sempurnanya sistim
perdagangan, maka akan makin meningkat pula pendapatan produsen,
makin lancar arus barang dan jasa yang menguntungkan konsumen...”

d. TAP MPR No. II/MPR/1988, Bab IV (Pola umum Pelita V), D (Ekonomi)
butir 7 (Perdagangan) “Pembangunan perdagangan ditujukan untuk
meningkatkan pendapatan produsen dan sekaligus menjamin

kepentingan konsumen..."
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e. TAP MPR No. II/MPR/1993, Bab IV Pembangunan Lima Tahun ke-6), F
(Kebijaksanan Pembangunan Lima Tahun ke-6) Ekonomi butir 4
(Perdagangan) huruf a

....pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus
barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan
daya saing, meningkatkan pendapatan produsen terutama proqusen
hasil pertanian rakyat dan perdagangan, melindungi kepentingan
konsumen...

Selain itu dalam Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata) juga terdapat
YAl Yalf] eTVeLCels ehndure IODSTTET  SSepeTT ETSenaT
dalam beberapa pasal pada Buku IIl, Bab IIl, yang dimulai dari Pasal
1365, yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang ketentuan yang
bertendensi melindungi konsumen misalnya keharusan melindungi pihak
ke-3, perlindungan penumpang/barang muatan pada hukum maritim,
ketentuan mengenai perantara, asuransi surat berharga, kepailitan dan
sebagainya. Demikian pula dalam KUHPidana, misalnya tentang
pemalsuan, penipuan, persaingan curang dan sebagainya.

Selain dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum tersebut,
pemerintah juga membuat beberapa undang-undang yang materinya
melindungi kepentingan konsumen, antara lain :

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang;
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

© a0 o ow
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C. Pengusaha

Usaha perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan oleh
pengusaha dilakukan dengan sistem regulasi sendiri. Istilah regulasi
sendiri adalah terjemahan dari self-regulation, yang berarti suatu
rangkaian prinsip tentang tingkah laku atau perilaku kalangan bisnis atau
profesi tertentu, yang ditetapkan sendiri oleh mereka dan berlaku bagi
kalangan mereka sendiri dalam hubungannya dengan pihak-pihak lain
(Az. Nasution, 1995:143).

Az. Nasution(1999:206) dalam bukunya “Hukum Perlindungan
Konsumen” memberikan pengertian regulasi sendiri usaha atau profesi
sebagai :

Suatu perangkat prinsip-prinsip tentang tingkah laku atau perilaku
bisnis atau profesi yang ditetapkan sendiri oleh kalangan bisnis atau
profesi itu, dan berlaku bagi kalangannya sendiri dan dalam
hubungan-hubungan dengan pihak-pihak lain.

Regulasi sendiri terlihat dalam berbagai bentuk kode etik, kode
profesi, kode praktek atau kode pemasaran. Dengan adanya regulasi
sendiri yang dilakukan oleh kalangan bisnis dan profesi itu, maka kegiatan
para pengusaha atau profesi (pengusaha, investor, produsen, dokter,
advokat, notaris dll) pada umumnya berada di bawah dua bentuk
pengaturan dan pengawasan (controle), yaitu :

Pertama, dikendalikan oleh hukum yang berlaku dan diterapkan oleh
pejabat yang berwenang; dan

Kedua, dikendalikan oleh regulasi sendiri kalangan usaha atau profesi,
dengan pentaatannya dijalankan oleh badan atau lembaga yang
dibentuk oleh kelompok usaha atau profesi, berdasarkan

ketentuan dalam regulasi sendiri masing-masing (Az. Nasution,

1995:143).
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Dengan regulasi sendiri tersebut, diharapkan setiap usahawan atau
profesi dalam menjalankan kegiatan usahanya mengikuti tolok ukur usaha
atau profesi (standards of trading and standards of profession) yang telah

mereka sepakati secara sukarela.

D. Penyelesaian Sengketa Konsumen
Yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah setiap
perselisihan antara konsumen dan penyedia produk konsumen (barang
atau jasa konsumen) dalam hubungan hukum satu sama lain, mengenai
produk konsumen tertentu (Az. Nasution, 1995:178).
Penyelesaian sengketa konsumen sebelum adanya Undang-undang
tentang Perlindungan Konsumen diselesaikan dengan cara :
a. Cara-cara perdamaian
Pasal 1851 — Pasal 1864 Bab XVIII Buku Ketiga KUHPerdata, dapat
digunakan sebagai dasar hukum atau setidak-tidaknya sebagai
pedoman  dari penyelesaian  damai (Az.Nasution,1998:178).
Penyelesaian itu dapat langsung diadakan antara para pihak dan dapat
pula dengan mediasi.

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa dimana para
pihak yang bersengketa melakukan musyawarah guna mencari
pemecahannya dengan difasilitasi oleh mediator yang disepakati,
misalnya LPKSM. Dalam hal ini LPKSM hanya memfasilitasi para
pihak yang terkait, dimana para pihak yang bersengketa sendirilah
yang mengajukan jalan penyelesaiannya (Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia, 1991:18).

b. Penyelesaian melalui instansi yang berwenang
Cara penyelesaian ini umumnya dilakukan apabila cara-cara
perdamaian sudah dilakukan teté'pi tidak menimbulkan kesepakatan.

Penyelesaian melalui instansi yang berwenang dapat dilakukan

dengan:
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1) mengadukan atau melaporkan perihal gangguan atas kepentingan
konsumen melalui instansi pemerintah terkait, yang berdasarkan
instrumen hukum publik mempunyai kewenangan administratif
terhadap perusahaan-perusahaan dalam lingkup wewenangnya,
atan instansi 7ang herwenanc mengusut geriaku vang memual
unsur-unsur tindak pidana;

2) memasukkan gugatan perkara ganti rugi karena ingkar janji atau
perbuatan melanggar hukum, tergantung dari hubungan hukum
konsumen dan pelaku perb;latan yang merugikannya, kepada
pengadilan negeri yang berwenang (Az. Nasution, 1995:179).

¢. Kombinasi dari kedua bentuk penyelesaian di atas
Penyelesaian dengan cara ini misalnya; setelah konsumen
membawa masalahnya pada instansi yang berwenang, kemudian
dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen tersebut sebelum
instansi yang berwenang tersebut membuat keputusan, ditawarkan
pada kedua pihak yang bersengketa untuk melakukan penyelesaian

dengan cara-cara damai.

3.1.2 Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, hal ini berarti semakin terjamin dan
terlindunginya hak-hak konsumen. Tersurat dari judulnya, Undang-
undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 merupakan
regulasi yang akan ‘ memberikan perlindungan kepada konsumen,
terutama dalam kaitan dengan pemakaian suatu produk (Alwy Hamdani,
dalam Suara Merdeka, 19 April 2000, halaman §). Bahkan secara tegas

dinyatakan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan
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kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi
diri. Hal ini dengan jelas diatur dalam Pasal 3 huruf a. Dengan adanya
piranti hukum yang melindungi konsumen ini tidak berarti dimaksudkan
untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Perlindungan konsumen dapat
mendorong iklim berusaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang
tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang
dan/atau jasa yang berkualitas Hal ini seperti yang termuat dalam
penjelasan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dikatakan oleh
Ketua YLKI DIY, pada penulis, 26 April 2000, keberadaan UUPK
memberikan penghargaan dan pengaturan yang jelas terhadap
konsumen. Disamping itu juga berperan mengontrol atau memberi
batasan yang jelas terhadap pelaku usaha. Dengan demikian, konsumen
mempunyai kedudukan setara dengan pelaku usaha. Kendati namanya
UUPK undang-undang ini tidak semata-mata hanya melindungi konsumen
saja, juga melindungi para pelaku usaha. Misalnya jika ada pengusaha
yang curang, maka pengusaha baik-baik yang dicurangi bisa dilindungi
atau mencari kebenaran. Hal ini semakin mendukung iklim usaha yang
kondusif disamping diberlakukannya Undang-Undang Anti Monopoli. Juga
dikemukakan oleh Wakil Ketua Pengurus Harian YLKI, dalam Sosialisasi
Undang-undang tentang Telekomunikasi dan tentang Perlindungan
Konsumen di Bandung, 13 Maret 2000 seperti dimuat dalam Suara
Merdeka, 14 Maret 2000, bahwa UUPK tidak bermaksud untuk
mempersulit pelaku usaha, tetapi hanya 'ingin membuat posisi konsumen
seimbang dengan mutu barang dan jasa yang dibelinya atau barang dan
jasa harus sesuai dengan yang diiklagkan.

UU No. 8 Tahun 1999 ini memahami pelaku usaha sebagal orang

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan usaha
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maupun bukan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun
bukan, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia; baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian, menyele?nggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini mengacu pada
filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk
pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap
konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia
seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik
Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-
undang Dasar 1945 (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000:17).
Sekiranya dipahami filosofi diundangkannya UU No. 8 Tahun 1989
bertujuan meningkatkan posisi tawar konsumen, dan mengubah pasar
konsumen dari sifat buyers market menuju pasar konsumen seller’s market,
maka pemikiran keadilan sosial yang bercirikan penafsiran dinamis Pasal
33 UUD 1945 mengharuskan pelaku usaha di luar produsen ikut
mengemban upaya penguatan kesadaran, kemampuan dan kemandirian
konsumen untuk melindungi diri itu (Alwy Hamdani, dalam Suara
Merdeka, 19 April 2000, halaman 8).

Dengan lahirnya UU No. 8 Tahun. 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, hal-hal yang membuat hak-hak konsumen semakin terjamin
perlindungannya adalah karena terdapatnya aturan-aturan khusus tentang
perlindungan konsumen yanc_'; hal tersebut tidak ditemukan dalam
peraturan perundang-undangan lain. Aturan-aturan khusus tersebut
meliputi :

]. Hak dan kewajiban konsumen; yang diatur dalam Bab III Bagian
Pertama Pasal 4 dan Pasal 5.
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2. Hak dan kewajiban pelaku usaha; diatur dalam Bab III Bagian Kedua
Pasal 6 dan Pasal 7.

Dengan diaturnya tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku
usaha/produsen dalam UUPK yang sebelumnya tidak diatur dalam
aturan perundang-undangan lain, maka menjadi jelas hal-hal apa saja
yang menjadi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku
usaha/produsen dalam melakukan hubungan satu sama lain. Yang
dengan demikian diharapkan ak;m dapat mengurangi pelanggaran
dan/atau mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan salah
satu pihak.

3. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha; diatur dalam Bab IV yang
dimulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17.

4. Tanggung jawab pelaku usaha; diatur dalam Bab VI yang dimulai dari
Pasal 19 sampai dengan Pasal 28.

Dilihat dari definisinya, lingkup undang-undang ini sangat luas dan
tidak hanya tertuju pada produsen. Namun dari materi muatannya,
sebagian terbesar mengatur perilaku produsen saja

Awal dari regulasi itu bertumpu pada Bab IV tentang perbuatan
yang dilarang bagi pelaku usaha. Pasal 8 ayat (1) menuntut pelaku
usaha mematuhi larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan
barang dan/atau jasa yang (antara lain) tidak sesuai dengan berat
bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana
yang dinyatakan dalam label atau etiket (huruf b), tidak sesuai dengan
kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana
dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa
tersebut (huruf d).

UUPK juga membuat regulasi bagi produk impor membatasi agar

informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang ditulis dalam Bahasa
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Indonesia (huruf j). Pengaturan tentang pengunaan Bahasa Indonesia
untuk menulis informasi dan atau petunjuk pengunaan barang ini
tentunya dimaksudkan untuk mempermudah konsumen dalam
memahami informasi dan/atau cara pakai barang yang dibelinya.
Apalagi mengingat tidak semua konsumen menguasai bahasa asing.

. Pembinaan dan pengawasan; diatur dalam Bab VII Bagian Pertama-
Pembinaan-Pasal 29 dan Bagian Kedua-Pengawasan-Pasal 30.

Sebelum lahirnya UUPK tidak satupun aturan perundang-undangan

yang mengatur tentang pengawasan dan pembinaan terhadap upaya
perlindungan konsumen. Dapat dikatakan upaya perlindungan
konsumen berjalan sendiri tanpa adanya bimbingan dan pengawasan
secara Kkhusus tentang proses berjalannya oleh pemerintah.
Perlindungan konsumen diupayakan sendiri oleh masyarakat dengan
- bimbingan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyaraka.
Dengan dicantumkannya pasal yang mengatur tentang pembinaan dan
pengawasan oleh pemerintah terhadap upaya perlindungan konsumen
pada UUPK, semakin dirasa peran pemerintah dalam upaya
perlindungan konsumen.
. Badan Perlindungan Konsumen Nasional; diatur dalam Bab VIII Bagian
Pertama-Nama, Kedudukan, Fungsi dan Tugas-Pasal 31 sampai dengan
Pasal 34 dan Bagian Kedua-Susunan Organisasi dan Keanggotaan-Pasal
35 sampai dengan Pasal 43.

Peran pemerintah dalam upéya perlindungan konsumen tidak
hanya dalam hal pengawasan dan pembinaan saja, namun pemerintah
juga berusaha untuk mengembang'kan upaya perlindungan konsumen.
Untuk tujuan itu, pemerintah membentuk Badan Perlindungan
Konsumen Nasional (BPKN) yang mempunyai fungsi memberikan saran

dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan
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perlindungan konsumen di Indonesia seperti diatur dalam Pasal 33
UUPK.

Tugas-tugas BPKN diatur dalam Pasal 34 ayat (1), yaitu :

a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam

rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan
konsumen,;

b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan
konsumen,;

c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang
menyangkut keselamatan konsumen;

d. mendorong berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat;

e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan
konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada
konsumen;

f. menerima pengaduan teﬁtang perlindungan konsumen dari

masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat, atau pelaku usaha;

g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, BPKN dapat bekerja
sama dengan organisasi konsumen internasional.
. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Selain lembaga yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah,
menurut Bab VIII UUPK, pemerintah-dalam Bab IX, Pasal 44-
memungkinkan dibentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat (LPKSM). LPKSM tersebut diberikan kesempatan
untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

Dalam rumusan Pasal 44 ayat (3), dikatakan bahwa LPKSM
mempunyai tugas yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran
atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya;
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c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan
perlindungan konsumen;

d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk
menerima keluhan atau pengaduan konsumen;

e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat
terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

8. Penyelesaian sengketa; diatur dalam Bab X yang terdiri dari 4 pasal

dimulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 48.

Ketentuan yang diatur dalam Bab X dapat disimpulkan bahwa upaya
penyelesaian sengketa dalam UUPK dapai dilakukan dengan cara-cara:
a. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Pasal 47)

Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha
melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara
konsumen dan pelaku usaha, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan
melalui BPSK bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen
sebelum pada akhirnya sengketa tersebut diselesaikan melalui
lembaga peradilan. Walaupun demikian, hasil putusan BPSK
memiliki suatu daya hukum yang cukup kuat untuk memberikan
peringatan bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut
dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik. Ini berarti
penyelesaian melalui BPSK tidak menghilangkan tanggung jawab
pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

b. Penfelesaian sengketa melalui-pengadilan (Pasal 48)
Konsumen yang dirugikan menggugat pelaku usaha melalui

peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
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c. Penyelesaian sengketa secara damai
Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak menutup
kemungkinan dilakukan penyelesaian secara damai oleh para pihak
yang bersengketa. Pada umumnya dalam setiap tahap proses
penyelesaian sengketa selalu diupayakan untuk menyelesaiakn
secara damai diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah
penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang
bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui
pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan
tidak bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan
Konsumen (Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000 : 74).

9. Badan Penyelesaiari Sengketa Konsumen(BPSK)

BPSK merupakan badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah di
tiap-tiap Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di
luar pengadilan. Untuk mengakomodasi kewenangan yang diberikan
oleh UUPK kepada BPSK selaku lembaga yang bertugas untuk
menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan, UUPK
memberikan kewenangan kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi
administrasi bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tertentu yang
dikenakan bagi pelaku usaha. BPSK sebagai suatu lembaga
penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dalam memutuskan
pelaksanaan atau penetapan eksekusinya harus meminta keputusan
dari pengadilan.

Dalam Pasal 52 diatur tentang tugas dan wewenang BPSK yang
meliputi :

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,
dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau koalisi;

b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula bakuy;
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d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran
ketentuan dalam undang-undang ini;

e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari
konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan
konsumen,;

f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan
konsumen;

g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap
orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-
undang ini; dst... dst...

10. Sanksi.

Aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada
pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
UUPK dapat ditemukan dalam Bab XIII UUPK, yang dimulai dari Pasal 60
sampai dengan Pasal 63.

Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terdiri atas :

a. Sanksi administratif (Pasal 60)

Sanksi administratif merupakan suatu hak khusus yang diberikan
oleh UUPK kepada BPSK atas tugas dan/atau kewenangan yang
diberikan oleh UUPK kepada BPSK untuk menyelesaikan sengketa
konsumen di luar pengadilan.

b. Sanksi pidana pokok (Pasal 62)

Sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan
dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

c. Sanksi pidana tambahan (Pasal 63)

Ketentuan Pasal 63 UUPK memungkinkan diberikannya sanksi
pidana tambahan di luar sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan

berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUPK.
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Sanksi-sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa:

a) perampasan barang tertentu;

b) pengumuman keputusan hakim;

c) pembayaran ganti rugi;

d) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan

timbulnya kerugian konsumen;

e) kewajiban penarikan barang dari peredaran,;

f) pencabutan izin usaha.

Peraturan khusus yang ditujukan guna melindungi konsumen
memang telah ada dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dikatakan oleh pihak YLKI
Surabaya, 19 Maret 2000, masih perlu dipertanyakan apakah kehadiran
UUPK akan mampu mensejajarkan kedudukan konsumen dan pelaku
usaha yang selama ini tidak seimbang. Pada umumnya masyarakat
konsumen masih awam terhadap masalah hukum yang menyangkut
perlindungan konsumen. Disamping itu, bila merasa dirugikan produsen
belum tentu konsumen yang bersangkutan berani memperkarakannya.
Terlebih mayoritas konsumen buta hukum yang disebabkan rendahnya
tingkat pendidikan.

Maksud baik pemerintah dengan memberlakukannya UUPK agar
bisa berlaku efektif memerlukan proses yang cukup lama, sampai
masyarakat konsumen benar-benar memahaminya. Pemerintah maupun
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus melakukan upaya
pemberdayaan konsumen melalui pendidikan serta pembinaan konsumen
(Kedaulatan Rakyat, 25 April 2000, halaman 5).

Selain itu dalam kenyataannya pasal-pasal yang terkandung dalam
UUPK tersebut banyak yang masih membutuhkan aturan pelaksana. Hal ini

penting untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan
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masyarakat baik Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat,
pelaku usaha maupun konsumen sendiri. Pemerintah bertugas untuk
segera menerbitkan aturan pelaksana UUPK agar dapat berfungsi secara
baik dan maksimal dalam us;clha mencapai tujuan yang dicita-citakan yaitu
terlindunginya hak-hak konsumen (Kedaulatan Rakyat, 24 April 2000,

halaman 5).

3.2 Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan EKorban Pistol

Mainan
Hasil konsultasi yang penulis lakukan di tiga Lembaga Perlindungan

Konsumen Swadaya Masyarakat, yaitu YLKI Surabaya, 19-25 Maret 2000,

YLKI DIY, 26 — 28 April 2000 dan Yayasan KAKAK di Surakarta, 26 Juni 2000,

dapat diketahui upaya perlindungan secara hukum bagi konsumen dan

korban pistol mainan tidak dapat dilakukan karena alasan-alasan tertentu,
yaitu : '

A. YLKI Surabaya

1. Karena tidak ada laporan dari korban dan konsumen, sehingga YLKI
Surabaya tidak bisa bertindak sendiri tanpa adanya surat kuasa dari
korban dan konsumen untuk mewakili mereka berperkara di
pengadilan;

2. Untuk melakukan penuntutan cii pengadilan diperlukan bukti-bukti
yang cukup kuat bahwa konsumen telah dirugikan akibat barang yang
dibelinya, serta bukti nota pembelian barang tersebut. Namun dalam
kasus ini, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena yang menjadi
korban bukan konsumen itu sendiri, melainkan pihak lain yang
tertembak pistol mainan oleh konsumen dan atau pemakai pistol

mainan tersebut.
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B. YLKI DIY

1. Sama dengan alasan YLKI Surabaya angka satu, yaitu tidak ada laporan
dan/atau pelimpahan kuasa dari korban dan konsumen kepada YLKI
DIY untuk mengajukan gugatan, sehingga YLKI DIY tidak bisa
bertindak sendiri tanpa adanya surat kuasa dari korban dan konsumen
untuk mewakili mereka berperkar.a di pengadilan.

2. Untuk melakukan penuntutan di pengadilan diperlukan bukti-bukti
yang cukup kuat bahwa konsumen telah dirugikan akibat barang yang
dibelinya, serta bukti nota pembelian barang tersebut. Pada umumnya
nota pembelian tidak ada apabila barang dibeli dari pedagang kaki
lima, atau kalaupun ada nota pembeliannya biasanya konsumen tidak
menyimpan atau langsung fnembuang nota pembelian tersebut,

sehingga nota pembelian tetap tidak ada.

C. Yayasan KAKAK Surakarta

KAKAK adalah sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang
perlindungan terhadap hak anak. Dalam hal ini, yang membuat korban
terluka adalah anak yang sedang bermain dengan pistol mainan.
Apabila KAKAK melakukan penuntutan secara hukum akan menjadi
sangat dilematis karena berarti KAKAK harus menuntut anak yang
membuat cedera korban. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan
utama KAKAK yaitu untuk melindungi anak.

Dengan alasan-alasan tersebut, ketiga LPKSM itu akhirnya hanya
bisa melakukan/memberi upaya perlindungan bagi konsumen dan korban
pistol mainan di luar upaya hukum.

Di tiga kota yang menjadi objek penelitian penulis guna mengetahui

upaya perlindungan yang diberikan dan/atau diupayakan untuk korban
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dan konsumen pistol mainan, maka upaya perlindungan tersebut adalah
sebagai berikut :

A. Surabaya
Seperti yang dikatakan oleh pihak YLKI Surabaya, 20 Maret 2000,
berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh YLKI Surabaya, di Surabaya
tidak ditemukan adanya korban pistol mainan meskipun pistol mainan itu
beredar luas di pasaran. Selain itu laporan aktif dari masyarakat tentang
korban pistol mainan ke YLKI Surabaya juga tidak ada. Berdasar pada hal
tersebut, maka YLKl Surabaya tidak dapat melakukan upaya hukum
berupa pengajuan gugatan ke pengadilan dalam menyelesaikan kasus
pistol mainan ini. Meskipun demikian bukan berarti YLKI Surabaya tidak
melakukan upaya pencegahan guna mencegah jatuhnya korban pistol
mainan. YLKI Surabaya teta:ln melakukan tindakan antisipatif berupa
TR RIS AT Talr nelgini Jemvninhaa wleluaTar i
siaran melalu radio unnk ndak membeh PISIOl MANEL Yanug Dersetaye
tersebut dan bagi para orang tua agar melarang anak-anaknya bermain

dengan pistol-pistolan dimaksud.

B. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Dikatakan oleh Ketua Bidang Litbang YLKI DIY, 26 April 2000, saat
ditemui penulis di kantornya, bahwa sesuai hasil survey dan penelitian
yang dilakukan oleh YLKI DIY, di Yogyakarta tidak ada korban akibat
pistol mainan tersebut. Namun de}rdkian YLKI DIY tetap melakukan
tindakan antisipatif dengan cara mengimbau masyarakat untuk tidak
membeli dan bermain dengan pistol mainan itu. Juga mengimbau agar
para guru memberi informasi tentang bahaya pistol mainan itu kepada
para muridnya. la mengatakan harus segera dilakukan penarikan pistol

mainan dari pasaran.
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Namun, Ketua Bidang Advokasi YLKI DIY, 26 April 2000,
mengatakan tidak bisa sembarangan melarang penjualan produk yang
sudah beredar di pasaran. Apalagi jika produk tersebut merupakan
barang impor. Indonesia sudah terikat dengan aturan perdagangan dunia,
yang mengatur mekanisme perdagangan. Kalaupun ada barang yang
dinilai berbahaya, bukan dihentikan peredarannya dengan melarang,
melainkan harus dibuat aturan yang ketat mengenai mekanisme
peredarannya. Pada kasus pistol mainan yang dapat melukai orang,
menurutnya bukan pedagangnya saja yang harus bertanggung jawab. Dua
pihak yang seharusnya memikul tanggung jawab lebih besar adalah
Deperindag yang memberi izin peredarannya dan importirnya. Dengan
demikian jika ada korban akibat salah tembak, bisa menuntut Deperindag
dan importirnya. Selain dengan mekanisme hukum seperti itu, konsumen
dapat melakukan tindakan lain. Misalnya boikot, dengan cara tidak
membeli barang-barang mainan tersebut. Mekanisme boikot seperti ini
sudah lazim dilakukan konsumen di negara-negara lain, khususnya di
negara maju.

Sementara itu Kapolres Bantul, 5 Februari 2000 saat dihubungi
penulis melalui telepon, mengatakan, hingga bulan Januari 2000 di
wilayah hukum Polres Bantul belum ada masyarakat yang melapor adanya
korban pistol mainan tersebut. Meski begitu, masyarakat dihimbau agar
menjauhi atau tidak mempergunakan mainan jenis itu, karena
membahayakan. Kasatserse Polres Gunung Kidul, mengatakan siap
mengantisipasi jangan sampai permaian anak itu meresahkan, meskipun
belum menerima pengaduan dari masyarakat tentang korban pistol
mainan. Polres Gunung Kidul ticliak akan gegabah menindak atau
menertibkan penjual mainan, melainkan baru bisa mengimbau pemilik

toko mainan untuk tidak menjual jenis permaian serupa.
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Pihak Pemda DIY, menurut Kepala Biro Humas Pemda DIY,
5 Februari 2000 saat dihubungi penulis melalui telepon, pada pertengahan
Januari pihak Pemda baru akan melakukan deteksi di lapangan, kalau
kemudian ada masukan dan laporan dari masyarakat pihak Pemda akan
segera melakukan antisipasi secara aktif. Penulis kembali menghubungi
Pemda DIY pada 21 Agustus 2000, ternyata Pemda DIY tidak
mengeluarkan Peraturan Daerah ataupun aturan lainnya guna melakukan
penarikan dan/atau melarang beredarnya pistol mainan ini di daerah
Yogyakarta, karena hingga bulan Agustus pun pihak Pemda DIY tidak
menerima laporan tentang adanya korban pistol mainan baik dari

masyarakat maupun dari YLKI DIY. Demikian juga dengan Polres Bantul.

C. Surakarta

Di antara ketiga kota yang dipilih penulis sebagai objek penelitian,
di kota Surakarta inilah penulis dapat menemukan adanya korban pistol
mainan maut. Di Surakarta kasus ini secara serius disikapi oleh sebuah
yayasan yang bergerak di bidang perlindungan terhadap konsumen anak,
yaitu Yayasan KAKAK.

Dalam menghadapi kasus pistol mainan ini, Yayasan KAKAK
mengantisipasinya dengan melakukan beberapa kali siaran pers yang
ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Yayasan KAKAK, Emmy L Smith.
Dalam siaran persnya pada tanggal 19 Januari 2000, Yayasan KAKAK
menuntut : ’

1. agar toko-toko yang masih menjual pistol mainan berbahaya untuk
tidak lagi menjual mainan tersebut.
2. para penjual mainan anak-anak dituntut kesadarannya untuk tidak

menjual maianan-maian lain yang berbahaya bagi anak-anak.
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3. pihak kepolisian dituntut untuk merazia toko-toko yang menjual pistol
mainan dan melarang peredaran mainan semacam itu.

4. pihak pemerintah dituntut untuk berani menutup pabrik pistol mainan
berbahaya itu atau menyetop impor pistol mainan itu. Selain itu
pemerintah harus memberikan persyaratan yang lebih ketat kepada
pabrik atau pengimpor, seperti bahasa yang digunakan harus Bahasa
Indonesia. Selain itu juga sangat penting untuk mencantumkan batasan
umur pemakai mainan tersebut.

5. diserukan kepada konsumen, baik anak-anak maupun orang
dewasa/orang tua untuk memboikot pistol mainan tersebut dengan
tidak membeli pistol mainan yang berbahaya itu.

Yayasan KAKAK mengkhawatirkan dampak bahayanya bagi anak-
anak saat memakai mainan tersebut. Dalam siaran persnya tersebut
Yayasan KAKAK menuntut pemerintah untuk berani menutup pabrik atau
menghentikan impornya, sebab mainan berbahaya itu merupakan
pelanggaran terhadap hak konsumen anak, demikian dikatakan Ketua
Pelaksana Yayasan KAKAK, 26 Juni 2000.

Namun, sebaliknya, pihak keamanan khususnya kepolisian tidak
akan sembarangan bertindak. Dalam hal ini polisi hanya sebatas
menghimbau kepada konsumen, terutama para orang tua agar
meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang yang dipakai
bermain oleh anak-anaknya.

Pihak kepolisian menyatakan masalah ini sangat kompleks, karena
menyangkut berbagai pihak, seperti konsumen anak, pihak pengimpor
atau pabrik, tenaga kerja dan sebagainya. Dikatakan oleh Kapolresta

Surakarta Letkol. Pol. Drs. Robby Kaligis melalui Kasatserse Kapten Pol.
Anwar Effendy yang disampaikan melalui harian Bernas, 25 Januari 2000,

bahwa pihak kepolisian tidak bisa langsung menindak begitu saja, tetapi
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harus melihat permasalahan secara lebih luas dan jernih. Menurut Kapten
Anwar, polisi mengimbau agar para orang tua mengawasi anak-anak
dalam bermain, termasuk pemakainan pistol mainan yang dinilai
berbahaya itu.

Dalam menanggapi siran pers yang disampaikan Yayasan KAKAK
melalui harian Bernas tersebut, pihak kepolisian Surakarta menyatakan
bahwa memberi imbauan kepada para orang tua atas bahaya pistol
mainan anak itu boleh saja. Untuk menutup pabrik atau menghentikan
impornya perlu pertimbangan lebih dalam karena menyangkut tenaga
kerja pabrik atau pekerja yang terlibat dalam bisnis mainan anak. Selain
itu, belum jelas sejauh mana dampak bahayanya, padahal mainan itu
beredar di banyak tempat dan berbagai daerah. Pihak kepolisisan belum
bisa melakukan penyitaan terhadap pistol mainan yang dikeluhkan
masyarakat karena berbahaya dan dapat mengakibatkan luka yang
fatal, utamanya jika mengenai mata. Hal itu dikarenakan belum ada dasar
hukum untuk merampas ataupun menyita pistol tersebut. Menurut Kapten
Pol. Anwar Effendy, dalam harian Bernas 25 Januari 2000, apabila pihak
kepolisian bertindak gegabah dengan langsung melakukan penyitaan
tanpa adanya dasar hukum yang kuat, maka bisa-bisa nanti polisi yang
akan disalahkan oleh pengusaha. Kapten Anwar juga menyatakan
kepolisian tidak dapat melarang orang untuk berjualan begitu saja, karena
hal itu menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pada tanggal 25 Januari 2000 Yayasan KAKAK kembali melakukan
siaran pers yang disampaikan ke harian Bernas. Dalam siaran persnya
tersebut, Yayasan KAKAK menuntut aparat kepolisian untuk secepatnya
melakukan penyitaan mainan berbahaya, baik yang beredar di toko
maupun di kaki lima. Yayasan KAKAK juga meminta aparat kepolisian
lebih berpihak kepada masyarakat dan tidak takut disalahkan oleh
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produsen atau pelaku usaha. Pihak kepolisian tidak usah menunggu
jatuhnya korban lebih banyak tetapi harus berupaya mencegahnya.
Menurut KAKAK, Polri sebagai pelindung masyarakat seharusnya
berpihak kepada masyarakat dan tidak perlu takut disalahkan oleh
produsen atau pengusaha. Demi agar tidak jatuh korban lebih banyak,
polisi sebaiknya segera melakukan penyitaan untuk menghapus pistol
mainan itu dari peredaran.

Dalam siaran persnya tersebut, Yayasan KAKAK menyesalkan
ténggapan Kapolresta Surakarta Letkol. Pol. Drs. Robby Kaligis melalui
Kasatserse Kapten Pol. Anwar Effendy yang menyatakan pihak kepolisian
belum bisa melakukan penyitaan terhadap pistol mainan anak tersebut
dengan alasan belum ada dasar hukumnya. Menurut Yayasan KAKAK,
penyitaan pistol mainan yang membahayakan anak ini sebenarnya
mempunyai dasar hukum yang dapat digunakan, yakni dalam Undang-
undang Perlindungan Konsumen Na. 8 Tahun 1999. Dalam Bab IV Pasal 8
ayat (1) huruf j disebutkan bahwa :

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha : pelaku usaha
dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau
jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk
penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 8 ayat (4) disebutkan kewajiban menarik barang
seperti itu dari peredaran. Dalam penjelasan pasal tersebut, Menteri dan
Menteri Teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.
Konvensi hak anak PBB yang telah diratifikasi pemerintah melalui Keppres
No. 36 Tahun 1990 juga dapat dijadikan landasan hukum. Sebab konvensi
ini memberikan perlindungan yang luas terhadap anak.

Dikatakan oleh Ketua Pelaksana Yayasan KAKAK, 26 Juni 2000,

sebagai pelindung masyarakat, polisi tidak dapat hanya bersembunyi di
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balik legalitas saja. Mestinya lebih mementingkan asas keadilan, sebab
sering kali persoalan yang muncul di masyarakat tidak terjangkau
peraturan perundang-undangan tertulis yang ada sanksi pidananya.
BAlasan kepolisian bahwa persoalan itu menyangkut pertimbangan
ekonomi, uang, kepentingan bisnis ataupun masalah belum ada dasar
hukumnya, jelas tidak berdasar dan jauh dari sikap antisipatif.

Pada hari itu juga, selain membuat siaran pers, Yayasan KAKAK
juga menyampaikan surat kepada Kapolri dan Menperindag untuk
segera menghentikan produksi sekaligus peredaran pistol mainan
anak-anak yang beredar luas di pasaran dan telah meminta banyak
korban itu. Yayasan KAKAK juga meminta kepada Kapolri dan
Menperindag sebagai pihak yang paling Dberwenang untuk
menindaklanjuti aduan masyarakat maupun suara hati warga yang telah
menjadi korban. Menurut Yayasan KAKAK, masalah ini membutuhkan
kecepatan penindakan sebelum jatuh korban-korban lain.

Namun demikian, Yayasan KAKAK bisa memahami keraguan pihak
kepolisian untuk melakukan razia lantaran takut dipraperadilankan. Tapi ia
balik mempertanyakan mengapa polisi takut kepada produsennya, bukan
kepada masyarakat ? Padahal, masyarakat;laun bisa memperkarakan polisi
berkait masalah ini. Kalau polisi ada kemauan, maka tak perlu harus
menunggu instruksi dari pucuk pimpinan Polri (Kapolri) maupun
pemerintah (Deperindag).

Dari beberapa kali polemik yang dilakukan di surat kabar antara
KAKAK dan pihak kepolisian, Kapolresta Surakarta Letkol. Pol. Drs. Robby
Kaigis akhirnya mengajak Yayasan KAKAK untuk mencari solusi terbaik
bagi penyelesaian kasus pistol maianan ini. Kapolresta juga meminta
Yayasan KAKAK untuk melaporkan kasus tersebut secara resmi ke polisi,
sehingga aparat kepolisian bisa mengambil langkah nyata.
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Menanggapi permintaan Kapolresta Surakarta tersebut, Yayasan
KAKAK mengatakan, meskipun tanpa laporan secara resmi mestinya
Kapolresta harus tanggap.

Akhirnya, pada tanggal 31 Januari 2000 kurang lebih pukul 12.00
WIB, Ketua Pelaksana Yayasan KAKAK, Emmy L Smith, dengan didampingi
tiga stafnya masing-masing Budi Prasetyo, Sudaryati dan Neneng M
Solekhah, melapor ke Mapolresta dan diterima oleh Kapolresta
didampingi Kasatserse Kapten Pol. Anwar Effendy.

Berdasarkan laporan resmi dari Yayasan KAKAK tersebut, aparat
kepolisisan di Surakarta akhirnya siap merazia dan menyita pistol mainan
yang terbukti telah menelan banyak korban tersebut. Kepada para staf
Yayasan KAKAK, Letkol. Pol. Drs. Robby Kaligis mengakui pihaknya sudah
mempelajari UUPK No. 8 Tahun 1999 maupun dasar hukum lainnya,
sehingga kini polisi telah memiliki" dasar hukum untuk merazia pistol
mainan berbahaya yang beredar di pasaran.

Selain dasar hukum seperti yang dikatakan oleh Ketua Pelaksana
Yayasan KAKAK, menurut penulis dapat juga digunakan sebagai dasar
hukum untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku usaha dan/atau
importirnya oleh pemerintah, Pasal 45 ayat (1) huruf d, maupun oleh
LPKSM, Pasal 46 ayat (1) huruf c, yaitu penuntutan dengan dasar hukum
Pasal 7 huruf f “Kewajiban pelaku usaha adalah : memberi kompensasi,
ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,
pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa = yang
diperdagangkan.” dan Pasal 24 ayat (1) hurufa:

Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku
usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau
gugatan konsumen apabila : pelaku usaha lain menjual kepada
konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau
jasa tersebut.
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3.3 Upaya yang Dapat Dilakukan EKonsumen dan Korban Pistol
Mainan Untuk Mengembalikan Haknya yang Telah Dirugikan

Kehadiran UUPK ditengah-tengah bergejolaknya kasus pistol
mainan ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai dasar pijakan bagi
konsumen dan korban untuk melakukan penuntutan terhadap pengusaha
pistol tersebut. Dikatakan oleh Ketua Pelaksana Yayasan KAKAK, 26 Juni
2000, masyarakat dapat memperkarakan kelambanan pihak kepolisian
dalam menangani kasus ini. Namun agaknya masyarakat masih kurang
pengetahuan untuk urusan tuntut menuntut, apalagi dengan produsen,
mereka justru takut jangan-jangan nanti malah dituntut balik.

Masyarakat rata-rata masih buta hukum dan lemah tingkat
kesadaran haknya yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan.
Pemerintah kurang tanggap dalam mensikapi keadaan yang demikian.
Padahal dalam UUPK Pasal 45 ayat (1) huruf d disebutkan:

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh
pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa
yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi
yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Seharusnya dengan berpijak pada pasal tersebut, kepolisian dan
pemerintah (Deperindag) dapat lebih cepat mengambil tindakan
antisipatif dengan menarik dan melarang peredaran pistol mainan
tersebut tanpa menunggu adanya laporan baik dari masyarakat ataupun
LPKSM.

Pasal 46 ayat (1) huruf c menyebutkan:

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang
memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang
dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan
didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan
perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai
anggaran dasarnya.
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Menurut penulis pasal tersebut dapat dijadikan dasar bagi LPKSM
untuk melakukan penuntutan meskipun tidak ada surat kuasa dari
masyarakat. Namun, ketiga LPKSM yang menjadi objek penelitian penulis
tidak ada yang melakukan upaya penuntutan karena alasan seperti yang
telah diuraikan dalam sub-bab 3.2 bab ini.

Dalam menghadapi kasus pistol mainan ini sebenarnya kurang tepat
apabila diterapkan hukum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen
No. 8 Tahun 1999. UUPK No. 8 Tahun 1999 meskipun lahir tanggal 20 April
1999 tetapi baru berlaku efektif satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal
20 April 2000 seperti yang diatur dalam Bab XV-Ketentuan Umum Pasal 65
undang-undang tersebut. Sementara UUPK baru berlaku efektif tanggal 20
April 2000, kasus pistol mainan itu.sudah meletus jauh sebelum UUPK
tersebut berlaku. Hal ini apabila dikaitkan dengan prinsip hukum bahwa
hukum tidak bisa berlaku surut, maka UUPK tidak dapat diterapkan
sebagai dasar hukum penyelesaian kasus pistol mainan.

Menurut penulis akan lebih tepat apabila upaya penyelesaian kasus
pistol mainan tersebut didasarkan pada KUHPidana Pasal 205 ayat (1) yang
berbunyi:

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-
barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual,
diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat bahayanya oleh
yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana
penjara paling lama 9 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan atau
denda paling banyak tiga ratus rupiah. -

Kepolisian dapat melakukan penyitaan atau razia pistol mainan di

pasaran dengan menggunakan dasar hukum konvensi hak anak PBB yang

telah diratifikasi pemerintah melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Konvensi

tersebut memberikan perlindungan yang luas terhadap anak. Pasal 8 ayat

(1) UUPK tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum penyitaan atau razia
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karena adanya prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat
berlaku surut seperti yang sudah dikemukakan di atas. Selain konvensi
PBB tersebut, peraturan lain yang dapat dijadikan dasar hukum kepolisian
ataupun pemerintah untuk melakukan penyitaan atau razia adalah Pasal
205 ayat (3) KUHPidana yang menyebutkan “Barang-barang itu dapat di
sita.” Pasal 205 ayat (3) ini apabila dikaitkan dengan ayat (1)-nya, maka
akan berarti bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau
kesehatan orang dapat disita.

Dengan menggunakan dasar hukum tersebut, selain dapat
dilakukan penyitaan terhadap pistol mainan, juga dapat dilakukan
penuntutan terhadap pelaku usahanya. Dengan demikian dapat dicapai
rasa keadilan karena sumber utama penyebab jatuhnya korban akibat
pistol mainan, yaitu importir, yang memikul tanggung jawab akibat
kelalaiannya tersebut.

Di Surakarta, seperti yang dikatakan pihak Yayasan KAKAK, 26 Juni
2000, sementara ini upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah
jatuhnya korban akibat pistol mainan hanya upaya kekeluargaan antara
konsumen dan korban. Artinya konsumen yang memakai atau memainkan
pistol mainan hingga mencederai korban mempunyai kewajiban untuk
membantu membiayai korban dalam upaya perawatan/pengobatan. Yang
berarti dalam hal ini pihak produsen/importir sama sekali tidak dituntut
tanggung jawabnya.

Adanya upaya penyelesaian kasus pistol mainan yang dilakukan
antara konsumen dan korban secara damai pada dasarnya baik, karena
bagaimanapun konsumen telah bertanggung jawab terhadap
perbuatannya yang telah mencederai korban. Namun, hal ini tidak dapat
mendukung tegaknya hukum dan terciptanya rasa keadilan yang
sesungguhnya di dalam masyarakat. Pihak yang seharusnya bertanggung


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

61

jawab dalam masalah ini adalah pelaku usaha, yang karena kelalaiannya
telah memperdagangkan barang yang dapat merugikan pihak lain. Dalam
masalah ini konsumen tidak seharusnya memikul tanggung jawab, sebab
konsumen sebelumnya tidak mengetahui bahwa barang yang dibeli dan
kemudian dimainkannya ternyata bisa mencederai pihak lain.

Dalam menghadapi kasus pistol mainan maut ini tidak seluruh
masyarakat merasa cemas akan bahayanya. Penulis mengamati, meskipun
berita di media massa dengan gencar memuat tentang banyaknya korban
pistol mainan ini, tapi ternyata sebagian masyarakat justru malah menjadi
semakin tertarik untuk memainkannya. Misalnya seperti yang dikatakan
oleh seorang ibu di Janti, Yogyakarta, 27 April 2000, setelah ada berita
tentang pistol mainan anaknya justru sibuk mencari peluru dan melakukan
penembakan pada kaleng yang dijajarkannya. Repotnya peluru yang
sudah keluar bisa dipakai lagi, sehingga anak-anak makin suka
melakukannya. Beberapa mahasiswa di kampus Universitas Jember juga
ada yang membawa pistol mainan ini ke kampus untuk bermain tembak-
tembakan dengan teman-temannya. Bahkan setelah pistol mainan sudah
jarang didapatkan di pasaran, seorang mahasiswa mengatakan pada
penulis bahwa ia menyesal dulu tidak ikut membeli pistol mainan tersebut
sehingga tidak bisa ikut bermain tembak-tembakan di kampus.

Salah seorang penduduk di Wonogiri, menyampaikan pada penulis,
26 Juni 2000, dalam menghadapi kasus pistol mainan ini berpendapat
bahwa efek peluru pistol mainan ini sebenarnya tidak berbahaya apabila
mengenai tubuh, hanya akan menimbulkan rasa panas. Peluru pistol
mainan tersebut hanya akan menja&i berbahaya apabila mengenai mata
atau bagian tubuh rawan lainnya, misalnya masuk lobang telinga. Apabila
peredaran pistol mainan ini kemudian dilarang karena alasan tersebut,

lantas bagaimana dengan mainan tradisional seperti ketapel ? Menurutnya
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ketapel juga akan menjadi permainan yang berbahaya apabila yang
terkena adalah mata.

Namun, tidak semua masyarakat bersikap demikian. Misalnya
seperti yang dikatakan oleh Moegono, advokat dan konsultan hukum di
Surakarta, dalam artikelnya “Sita Pistol Mainan dan Topeng Ninja” yang
dimuat di harian Bernas, 22 Januari 2000. Menurutnya pistol mainan harus
segera ditarik dari peredaran karena telah banyak menimbulkan korban
yang terancam buta lantaran peluru pistol tersebut masuk atau mengenai
mata. Selain itu karena bentuk pistol mainan ini yang sangat mirip dengan
pistol sesungguhnya maka akan dapat disalahgunakan oleh penjahat untuk
melakukan kejahatan.

Persoalan ini memang konulpleks. Vonis kesalahan tidak bisa
dibebankan pada satu pihak, apakah itu produsen mainan tersebut, atau
para anak-anak itu sendiri yang dengan suka cita bermain dengan sebuah
alat, tapi tidak menyadari bahwa bahaya yang sesungguhnya telah
mengintai mereka. Dalam konteks ini peran dunia pendidikan menjadi
utama, namun tidak bisa seratus persen dibebankan pada peran
pendidikan formal di sekolah. Peran orang tua menjadi sangat penting.
Tanpa dukungan dan dorongan orang tua, tanpa kondisi keluarga yang
harmonis dan hangat, banyak persoalan akan muncul. Korban akibat pistol
mainan telah banyak, bahkan ancaman kebutaan bagi sebagian korban
yang masih anak-anak, tidak bisa dianggap sepele. Untuk itu diperlukan
kesadaran masyarakat, pelaku usaha maupun konsumen, untuk peduli

dengan lingkungan dan tidak hanya mementingkan keuntungan sendiri

semata.
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BAB IV
PENUTUP

Masalah perlindungan konsumen memang masalah lama dengan
pendekatan baru. Berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti
berbicara tentang salah satu sisi dari korelasi antara lapangan
perekonomian dan lapangan etika. Di sinilah peran sektor yuridis sebagai
faktor penjamin agar arus transformasi etika ke dalam batang tubuh

perekonomian tetap dapat terpelihara.

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan
dapat ditarik kesimpulan :

1. meskipun Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen baru lahir
tanggal 20 April 1999 dan baru berlaku tanggal 20 April 2000 bukan
berarti sebelum hari itu pemerintah tidak memperhatikan
perlindungan konsumen. Pelaksanaan perlindungan konsumen di
Indonesia saat itu didasarkan pada undang-undang yang meskipun
tidak secara khusus ditujukan guna mengatur tentang perlindungan
konsumen, tapi materinya melindungi kepentingan konsumen. Setelah
lahir Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak berarti
tugas pemerintah dalam upaya menegakkan perlindungan konsumen
di Indonesia sudah cukup, tetapi masih banyak lagi yang harus dan
penting untuk diperhatikan oleh pemerintah guna terlaksananya
aturan-aturan dalam UUPK itu dengan baik dan dapat tercapai tujuan
yang dicita-citakan. Pada kenyataannya masih banyak peraturan dalam
UUPK yang memerlukan aturan pelaksana, selain juga kondisi

konsumen yang mayoritas masih buta hukum dan awam pada masalah
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perlindungan konsumen merupalian tugas pemerintah dan masyarakat
secara bersama-sama vyang harus segera dilaksanakan untuk
memberikan pendidikan pada konsumen agar lebih sadar hukum dan
sadar akan hak-haknya; |

. Pelaksanaan perlindungan hukum untuk konsumen dan korban pistol
mainan tidak dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat (LPKSM) karena tidak adanya pelimpahan kuasa
dari konsumen dan/atau korban pistol mainan kepada LPKSM. Upaya
pemerintah melalui pihak kepolisian hanya bisa melakukan razia
terhadap peredaran pistol mainan yang ada di pasaran dengan
menggunakan dasar hukum Pasal 8 ayat (1) UUPK No. 8 Tahun 1999 dan
konvensi hak anak PBB ‘yang diratifikasi oleh Pemerintah Republik
Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Upaya penuntutan
terhadap pelaku usaha sebenarnya dapat dilakukan dengan dasar
hukum Pasal 205 ayat (1) KUHPidana, karena peraturan dalam UUPK
tidak dapat digunakan mengingat adanya prinsip hukum vyang.
menyatakan bahwa hukum tidak bisa berlaku surut;

. Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen dan korban pistol mainan
untuk mengembalikan haknya yang telah dirugikan hanya berupa
upaya kekeluargaan antara konsumen yang mencederai korban
dengan  korban  bersangkutan dengan cara  membiayai
perawatan/pengobatan korban. Dalam hal ini kerugian konsumen
karena tidak mendapat informasi yang jelas tentang cara pakai dan
batas umur pemakai pistol mainan tidak rﬁendapat perhatian/ganti
rugi. Hal ini terjadi karena lemahnya tingkat kesadaran masyarakat
konsumen akan hak-haknya yang terjadi akibat buta hukum dan
rendahnya tingkat pendidikan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

65

4.2 Saran

Diketahui dari hasil konsultasi dan pengamatan penulis di lapangan
bahwa keadaan dan kondisi masyarakat, utamanya konsumen masih lemah
tingkat kesadaran haknya dan buta hukum akibat rendahnya tingkat
pendidikan. Suatu tuntutan bagi kita secara bersama-sama, pemerintah,
pelaku usaha, LPKSM, dan konsumen untuk mengubah keadaan yang
demikian. Utamanya dalam upaya penegakkan UUPK dan mensikapi kasus
pistol mainan yang telah membawa banyak korban. Untuk itu penulis
memberikan saran agar:

Pemerintah

1. Secepatnya membuat aturan pelaksana bagi UUPK agar UUPK dapat
berlaku efektif;

2. Secepatnya mensosialisasikan UUPK dalam masyarakat agar
masyarakat dapat mengetahui tentang hak-hak mereka sebagai
konsumen dengan cara memberikan bimbingan dan pendidikan pada
masyarakat konsumen tentang UUPK;

3. Dalam menghadapi kondisi masyarakat konsumen yang mayoritas
masih buta hukum seharusnya pemerintah dapat lebih cepat tanggap
dan segera bertindak apabila terjadi hal-hal yang merugikan
konsumen, dan tidak takut dipraperadilankan oleh pelaku usaha.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

1. Terus mengusahakan tegaknya UUPK guna terjaminnya hak-hak
konsumen;

2. Selalu berperan aktif dalam upaya melindungi konsumen dan
membantu pemerintah dalam upaya mensosialisasikan UUPK dalam

masyarakat.
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Konsumen

1. Harus mau membuka diri terhafiap hal-hal baru yang bersifat positif
serta harus berusaha untuk sadar hukum guna terwujudnya masyarakat
Indonesia yang tertib hukum;

2. Supaya dapat ikut berperan aktif dalam upaya memperjuangkan hak-
hak konsumen, serta tidak hanya mengandalkan kepedulian LSM dan

pemerintah dalam rangka menegakkan hak-hak mereka.

Pelaku Usaha

1. Dapat lebih bijaksana dan tidak memikirkan keuntungan bagi dirinya
sendiri dalam menjalankan ekonominya, serta harus lebih
memperhatikan dan menghargai kebutuhan konsumen.

2. Tkut serta menegakkan UUPK dengan cara bersaing secara sehat
dengan pelaku usaha lain dan tidak memproduksi barang dan/atau jasa

yang dapat merugikan konsumen.
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UNDANG-UNDANG ‘REPUBLIK INDONI:
NOMOR 8 TAHUN 1999 > O™ USIA

TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN
DiENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA LESA
e PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

cnimbang :

bahwa  pembangunan  nasional bertujuan  untuk
mewujudkan suatu masyarakat adil dan_makmur
- yang merata materiil dan spiritual dalam erar demok-
rasi ckonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945;

bahwa pembangunan perckenomian nasional pada
cra globalisasi L

dunia usaha schingpa mampu menghasilkan
berancka barang dan/atau jusa yang memiliki kan-
dungan teknologi yany, dapat menin E1(nlkan kescjuh-
teraan masyarakat banyak dan sckaligus
mendapatkan kepastian atas barang dan/atau sa
yang diperoleh dari perdagangan tanpa muug;lkifmt-
kan kerugian konsumen;

halwa semakin terbukanya pasar nasional schagai
akibat dari proses globalisasi ckonomi harus letap
menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat
serti kepastian atas muty, jumlah, dan keamanan
barang dan/atan jasa yanp diperolchnya di pasar;

bahwit untuk meningkatkan harkat dan martabat
konsumen  perlu meningkatkan kesadaran, pen-
petabvan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian
konsumen untuk melindungi dirinya scrta menum-
buhkembangkan sikap pelaku usaha yang ber-
tanpgang jawab;

hahwa ketentuan hukum yang melindungi kepen-
lingan konsumen di Indonesia belum memadai;

bahwa berdasarkan pertimbangan terscbut di atas
diperlukan perangkal peraturan perundang-undan-
s untuk mewujudkan kescimbangan perlindungan
i;cpcnlingun konsumen dan pelaku usaha schingga
lereiptanya perckonomian yang schat; i

hahwa untuk itu dibentuk Undang-undang tentang
Yerlindungan Konsumen;

ingat :
Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan
3 Undang-Undang Dasar 1945; .

TAPERUNDANG-UNDANGAN

arus dapat mendukung (umby inya

" Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menctapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLIN-

DUNG-AN KONSUMEN,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan;

Perlindungan konsumen adalah scegala usaha yang
mengamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen,

Konsumen adalah sctia orang pemakai baran
dan/atan jasa yang tersedia dalam masyarakat, bniE
bagi kepentingan diri scadiri, keluar 4, orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diper-
dagangkan,

Pelaku usaha adalah scliap orang perscorangan
atau badan usaha, baik yiang berbentuk  badan
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atay melakukan kegiatan dalam
wila‘li:ah hukum Ncgara Republik Incﬁmcsia, baik
scndiri maupun bersama-sama melalyi perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ckonomi.

Barang adalah sctiap benda baik berwujud maupun
lidak “berwujud, baik bergerak maupun “lidak
bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat
dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan,
dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan olch kon-
sumen,

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk peker-

Jaan alau prestasi yang disediakan bagi masyarakat

. ‘untuk dimanfaatkan oleh konsumen,
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I'romosi adalah kegiatan pengenalan atau penycbar-
luasan informasi suatu barang dan/atay jasa untuk
menarik minat beli konsumen terhadap barang
danfatau jasa yang akan dan scdang diper-
dagangkan,

Impor barang adalah kegictan memasukkan barang
ke dalam dacreah pabean,

Tmpor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing
untuk digunakan di dalam wilayah Republik In-
dongesia,

Lembaga Perlindungan Konsumcn_Swndnyn
Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang
terdaftar dan diakui olch Pemerintah yang mcm-

punyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan
dan syarat- syaral yang (elah dipersiapkan  dan
ditctapkan terlebih” dahulu secara scpihak olc
pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen
dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib
dipenuhi oleh” konsumen,

Badan Penyclesaian Scngketa  Konsumen adalah
badan yang bertugas menangani dan menyclesidikan
sengkela antara pelaku usaha dan konsumen.,

Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah
badan yang dibentuk untuk membantu upaya pcn-
gembangan perlindungan konsumen,

Mcnteri adalah menteri yang ruang lingkup (ugas
dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagan-
gan,

BAL 11
ASAS DAN TUJUAN

fasal 2
Perlindunpan konsumen  berasaskan manfaal,
adilan, kescimbanpan, keamanan dan kesclamatan kon-
men, serta kepastian: hukum,

asal -3
Perlindungan konsumen bertujuan ;

meningkatkan kesadaran, kemampuan dan keman-
dirian konsumen untuk melindungi diri; '

- mengangkal harkat dan martabat konsumen dengan

cara menghindarkannya dari ckscs ncgatif

pemakaian barang dan/alau jasa;
meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam

memilih, mencntukan, dan menuntut hak-haknya
schagai konsumen;

WA PERUNDANG-UNDANGAN

d.

h.

hak untuk mendapatkan kompensasi,

menciptakan sistem perlindungan konsumen yar
mengandung unsur kepastian hukum  dan kete
bukaan infornasi scrta akses untuk mendapatk:
informasi;

menumbuhkan kesadaran pelaku usaba mengen
cntinﬁnya perlindungan konsumen schingga tun
uh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dala
berusaha;

meningkatkan kualitas Imrnn(i dan/atau jasa yan
menjamin  kelangsungan  usaha produksi baran
daw/atau jasa, keschalan, kenyamanan, kcamanai

dan kesclamatan konsumen,

BADB 111
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4
Hak konsumen adalah :

hak atas kenyamanan, keamanan, dan kesclamatan
dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta men-
dapatkan barang dan/atau jasa terschut scsuai den-
gan nilai tukar dan kondisi scrty jaminan' yang
dijanjikan;

hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan  jaminan barang dan/atau
jasa; *

hak untuk didengar pendapat dan kclﬁlmnnya atas
barang dan/atau jasa yang digunakan;

hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan,
dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan kon-
sumen sccara patut;

hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan
konsumen; '

hak untuk diperlakukan atau dil; yani sccara benar
dan jujur scrta tidak diskriminatif;

ganti rugi
dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa
yami diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau
lidak scbagaimana mestinya; 7

hak-hak yang diatur dalam kctentuan peraturan
perundang-undangan lainnya,

LY ]
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- beritikad  baik  dalam

Pasal §
Kewajiban konsumen adalah :
membaca atau mengikuli petunjuk informasi dan

prosedur pemakaian atiu pemanfaatan barang
danfatan jasa, demi keamvanan dan kesclamatan;

melakukan transaksi pem-
helian barang, dan/atau jasa;

membayar scsuai dengan nilai (ukar yang discpakati;

'mengikuti upaya penyclesaian hukum scngkcta per-
lindungan konsumen’ sccara patut,

Baglan Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6
Hak pelaku usaha adalah :

hak untuk mencrima pcmbuznraq yang scsuai den-
i;:m kesepakatan mengenai ondist dan nilai (ukar
aranyy dan/atau jasa yang diperdagangkan;

hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tin-
dakan konsumen yang beritikad tidak baik;

hak wntuk melakukan pembelaan diri scpatutnya
di- dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

hak untuk eehabilitasi nama baik apabila terbukti
secara hukum  bahwa  kerugian  konsumen tidak
diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diper-
dapangkan;

hak-hak  yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya,

Tasal 7
Kewajiban pelaku usaha adalah ;
beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
serta: memberi penjelasan penggunaan, perbaikan
dan pemelibaraan;

memperlakukan atau melayani konsumen  sccara
benar dan jujur scrta tidak” diskriminatif;

menjamin mutu barang dan/atau jasa yang
diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan
kelentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang
berlaku;

A PERUNDANG-UNDANGAN

6))

memberi kesempatan kepada konsumen untuk men-
guji, dan/atau mencoba barang dan/atau Jasa ler-
lentu scrta memberi jaminan J:m/ulau garansi atas:
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

memberi kompensasi, gunti rugi dan/atau penggan-
tian atas kerugian uki%ul penggunaan, pemakaian
dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diper-
dagangkan; :

memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggan-
tan apabila barang dan/atau Jasa yang diterima
atau dimanfaatkan tidak scsuai dnegan perjanjian,

BADB 1V
PERBUATAN YANG DILARANG BAGI
PELAKU USAHA

Pasal §
Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

@ tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan stan-
dar yang dipersyaratkan dan kelentuan
peraturan perundang-undangan;

b. tidak scsuai dengan berat bersih, isi bersih atau
netto, dan jumlah dalam hitungan scbagaimana
yang dinyatakan dalam label atau ctikel barang
lerscbut;

(3 liduk_scsuai dcnlg;m ukuran, takaran, timbangan
dan jumlah dalam hitungan menurul ukuran
yang scbenarnya; -

b tidak scsuai dengan kondisi, jaminan, keis-
timewaan atau kemanjuran scbagaimana
dinyatakan dalam label, ctiket atau keterangan
barang dan/atau jasa terscbut;

¢. tidak scsuai dengan mutu, tingkatan, komposisi,
prascs pengolahan, gaya, mode, atau
penggunaan tertentu  sebagaimana  dinyatakan
dalam label aau keterangan barang dan/atau
Jasa terscbul;

[. tidak scsuai dengan janji yang dinyatakan dalam
label, ctiket, kelcrangan, iklan atau promosi
penjualan barang dan/atau jasa terscbul;

g lidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau
jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang

paling baik atas barang tertentu;

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secarn
halal, sebagaimana pernyataan "halal® yang
dicantumkan dalam label;
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i lidak memasang label atay membuat penjelasan
barang yang memuat nama barang, ukuran,
berat/isi “besih atau ncllo, komposisi, aturan
pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,
nama dan alamat pelaku usaha serta ketcrangan
lain untuk penggunaap yang menurut ketentuan
harus di pasang/dibua;

Jo lidak mencantumkan informasi dan/atau pctun-
juk penggunaan barang dalam bahasa Indoncsia
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang beriaku,

) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang
yang rusak, cacal atan bekas, dan tercemar lanpa
memberikan informasi secara lengkap dan benar
atas barang dimaksud, :

N Pelaku. usaha dilarang memperdagangkan scdiaan
farmasi dan pangan yang rusak, cacal atai bekas
dav tereemar, dengan atau lanpa memberikan in-
lormasi scenra lengkap dan benar.

: (]
iy Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada
ayat (1) dan ayal (2) dilarang memperdagangkan
barang dan/atau Jasa
menariknya dari peredaran,

fasal 9

) Pelaku usaha dilarang menawarkan,
mempromosikan, mengiklankan suaty karang
dan/atau josa sceara tidak benar, danfatau scolah-
olah :

o barang tersebut telah memenuhi dan/atau
memiliki potongan harpa, harga khusus, standar
mutu tertentu, gaya ata't metode tertentu, karak-
leristik tertentu, scjarah atay guna lerlenlu;

b. barang tersebut dalans keadaan baik dan/atau
aru;

. barang din/atau jasa tersebot telah mendapatkan
dan/atian memiliki- sponsor, persclujuan, per-
lenpkapan tertentn, ciri-ciri kerja atan akscsori
tertentn;

do barang danfatau jasa terscbut dibuat olch
perusaliim vang, nenpunyal sponsor, persclujuan
atau alilioei;

. barang dan/atau jasa tersebut tersediag b

[ barang teesebut tidak mengandung cacat ter-
scmbunyi;

g barang tersehut merupakan kelengkapan  dari

Imr.-mg Lerientu;

b barang tersebut berasal dari dacrah lerientu;

ARTA PERUNDANG-UNDANGAN

terscbut scrta’ wajib.

@
©)

' jasa : !
menawarkan, mempromosikan, mengiklan

i sccara langsung atay tidak langsung meren
kan barang dan/atau Jasa lain;

Jj»  menggunakan kata-kata yang berlebihan, sc)
aman, tidak berbahaya, tida mengandung r)
alau clek sampingan tanpa keterangan
lengkap;

k. menawarkan sesuatu yang mengandung ]
yang belum pasti, -

Barang dan/atau jasa scbagaimana dimaksud p
ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

Pelaku usaha ang  melokukan pelanggaron

hadap ayat (1{ dilarang mclanjutkan penawa
promosi, dan pengiklanan barang dun/atau |
terscbul. ‘

Pasal 10
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/a

yang ditujukan untuk dipcrdaqankgkan dilar:
an-atau me

buat pernyataan vang tidak benar dan menycesatk
mengenai :

mclalui cara obral atau
gelabui.menyesatkan konsumen

b,

C.

harga atau tarif suatu barang dan/atau jusa;
kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti n
suatu barang dan/atau jasa;

lawaran potongan barga atav hadiah menarik ya
ditawarkan;

bahaya penggunaan barang dan/atau jasa,

Tasal 11

Peluku usaha dalam hal llacnjuulun yang dilakuk:
clang, dilarang mc
dengan

menyatakan barang dan/atau jusa tersebut scolal
olah tclab memenuhi standar mulu (ertentu;

menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolal
olah tidak nmengandung cacal tersembunyi;

tidak berniar untuk menjual barang yang ditawarka
melainkan dengan maksud untuk menjual baran
Laing

tidak menycdiakan barang dalam jumlah tertent
dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud men
Jual barang yang” lain;

tidak menycdiakan jasa dalam kupasitas lerlent
atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjua
jasa yang lain;

menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jas:
scbelum melakukan obral.,
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Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan,
mpromuosikan  atau mengiklankan suatu barang
atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam
W dan jumlah tertenty, jila pelaku usaha terscbut
k bermaksud untuk mela sanakannya scsuai dengan
:Ilu Ithm jumlah yaog ditawarkan, dipromosikan, atau
lankan.

Pasal 13

Pelaku  usaha  dilarang menawarkan,
mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang
danfatau jasa dengan cara menjanjikan pemberian
hadiah berupa barabg dan/atau Jasa lain sccara
cuma- cuma dengan maksud tidak membcerikannya
:'!IL:IU memberikan tidak scbagaimana yang dijan-
JIRannya,

Pelaku usaha dilarang mcnawarkan,
mempromosikan  atau mcngikl:mknn obat, obat
tradisional, suplemen makanan, alat keschatan, dan
jasa pelayanan keschatan dengan cara menjanjikan
pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa,

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau
ang ditujukan untuk diperdagangkan dengan mem-
anhadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

lidak melakukan penarikan hadiah setelah batas
wakln yang dijanjikan; ‘
mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
g;\cmhcrik;m hadiah tidak scsuai dengan yang dijan-
ikang

mengeanti hadiah yang tidak  sctara dengan nilai
hadiah yang dijanjikan,

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau
lilarang, mclakukan dengan cara pemaksaan alau
ain yang dapat menimbulkan gangguan baik fsik
un psikis terhadap konsumen,

%asal 16

claku usaha dalam menawarkan barang dan/atau
iclalui pesanan dilarang untuk

idak menepati pesanan dan/atau kesepakatan
vklu penyclesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
idak mencpati janji atas suatu pelayanan dan/atau
westasi,

fasal 17

Claku usaha periklanan  dilarang memproduksi
klan yang :

UPERUNDANG-UNDANGAN

il

.

mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuan-
titas, bahan, kcgunaan dan harga barang
danfatau jasa taril jasa serta ketepatan waktu

pencrimuun barang “dan/atau Jusag

mengelabui  jaminan/garansi terhadap barang
dan/atau jusa; :

memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak
tepat mengenai barang dan/atau jasa

tidak memuat informasi mengenai risiko
pemakaian barang dan/atau jasa;

mengeksploitasi kejadian  dan/atau scscorang
lanpa izin yang berwenang atau persctujuan
yang bersangkutan;

mclanggar ctika dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai periklanan,

(2) Pclaku usaha periklanan dilarang mclanjutkan

peredaran iklan yang

telah melanggar ketentuan

pada ayat (1).

BAB V

KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Zasal 18

(1) Pclaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau

{:xsa ditujukan untuk dipcrdagangkan dilarang mem-

uat atau mencantumkan klausula baku pada sctiap
dokumen dan/atau perjanjian apabila :

i

b.

menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku
usaha;

menyatakan bahwa pelaku usaha berhak
menolak penycrahan kembali barang yang dibeli.
konsumen;

menyatakan bahwa pelaku usaha berhak
menolak penycrahan kembali uang Jvun
dibayarkan atas barang dan/atau Jasa yang dibeli
olch konsumen;

menyatakan Ecmbcriun kuasa dari konsumen
kepada pelaku usaha baik sccara langsung
maupun tidak langsung untuk melakukan scgala
tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang
yang dibeli olch konsumen sccara angsuran;

mengatur perihal pembuktian atas hilangnya
kcgunaan barang atau pemanfaatan jasa yang
dibeli oleh konsumen; &

memberi hak kepada pelaku usaha untuk men-
Eurnngi manfaat jasa atau men urangi harta
ckayaan konsumen yang menjadi obyck jual
beli jasa;
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feomenyatakan  tunduknya konsumen kepada
wrilurin yang, berapaaturan baru, tambahan,
anjulagn dan/atau pengubahan  lanjutan yang
dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa
konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

ho menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa
kepada pelaku usaha untuk ’)cmbcnnhnn hak
l;uli__;gungnn, hak gadai, atau hak jaminan (cr-
hadap barang yang dibeli olch konsumen sccara
angsuran,

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku
yang letak atau benluknya sulit terlihat atau tidak
dapat dibaca sceara jelas, atau yang pengungkapan-
nya sulit dimengerti,

Setiap klausula baku yang telah ditctapkan olch

pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum,

Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku
yang bertentangan dengan Undang-undang ini,

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAIIA

fasal 1Y

Zelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganli
rugi alas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian
konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau
jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan,

Ganti rugi schagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa pengembalian uang atau penggantian
barang dan/alau jasa yang scjenis atau sclara
nilainya, atau perawatan” keschatan dan/atau pcm-
berian santunan yang  scsuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pemberian panti rugi dilaksanakan dalam lenggang
vaktu 7 (tujuh) hari sctelah tanggal transakst,

Pemberian panti rugi schagaimana dimaksud pada
tyat (1) dan ayal (2) tidak menghapuskan
emungkinan adanya tuniutan pidana berdasarkan
embuktian lebil lanjut mengenai adanya unsur
sesalaban,

(hentuan schagaimana dimaksud pada ayat Sl)
lin ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha
laipat- membuktikan bahwa kesalahan terscbut
nerupakan kesalahan konsumen,

fsal 20
laku usaha periklanan bcrlnuggung‘jawub alas

ang diproduksi dan segala akibal yang ditimbulkan
klan terscbut, :

[APERUNDANCG-UNDANGAN

Tisal 21

1Y Importir barang bertanggung jawab scbagai pem-
buat barang yang diimpor apabila importasi barang
tersebut tidak dilakukan olch ugen atau perwakilan
produsen luar ncgeri,

. (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia

.

Jasa asing apabila penycdiaan jusa asing terscbut
liduk dilakukan olch agen atau perwakilan penyedia
Jasa asing, -

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan
dalam kasus pidana scbagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (4), Pasal 20, Pasal 21 mcrupakan beban dan
langgung jawab pclaku usaha tanpa mcnutup
kemungkinan bagi juksa untnk melakukan pembuktian,

%asal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atan tidak memberi
tanggapan dan/atau tidak memeénuhi ganti rugi atas
luntutan konsumen scbagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (1?, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat
digugat mclalui badan penyclesaian sengketa konsumen
atau mcengajukan ke badan peradilan di tempat
kedudukan konsumen,

Yasal 24

w
(1) Pclaku usaha yang menjual barang dan/alau jasa
kepada pelaku” usaha lain bertanggung jawab atas
luntutan ganti rugi dan/atau gugatan ~konspmen
apabila : -k

a. pelaku usaha lain mcn\iuul kepada konsumen
tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang
dan/atau jasa terscbut;

b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli
lidak mengetahui adanya perubahan barang
dan/atau jasa yang dilakukan olch pclaku usaha
aluu lidak scsual dengan contoh, mutu, dan
komposisi,

(2) Pelaku usaha scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebaskan dari tanggung jawab atas (untutan ganti
rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku
usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa men-
jual kembali kepada konsumen dengan melukukan
perubahan atas barang dan/atau jasa terscbut,

Pasal 25

1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang

pemanfaatannya” berkelanjutan dalam batas wilklu

sckurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib

menyediakan suku”cadang dan/atau fasilitas purna

jual “dan wajib memenuhi jaminan atau garansi
¢ sesuai dengan yang diperjanjikan,

e G
A
Bk P‘E‘ ™
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Pelaku usaba schagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau
pugatan konsumen apabila pelaku usaha terscbut:

a. tidak menycdiakan atau lalai menycdiakan suku
cadang dan/atau fasiltas pcrbaikan;

b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan
atau garansi yang diperjanjikan,

Pasal 26
Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib
couhi jaminan  dan/atau garansi yang “discpakati
au diperjanjikan, :

Pasal 27

Pelaku usaba yang memproduksi barang dibebaskan

amggung, jawab atas kerugian yang
n, apabila

idcrita kon-

tidak dicdarkan

barang tersebut terbukti scharusn y
icdarkan;

atau Udak dimaksudkan untuk
]
cacal barang timbul pada kemudian hari;

acal_timbul akibat ditaatinga ketentuan mengenai
cualilikasi barang;

clalaian: yang diakibatkan olch konsumen;

cwatnyi jangka waktu penuntutan 4 empat) tahun
cjak barang dibeli atau lewatnya jangka® waktu
ang, diperjanjikan,

Pasal 2§ .

‘embuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan
gugatan panti rugt schagaimana dimaksud dalam
19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan
g jawab pelaku usaha,

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasul 29

comerintah berlanggung jawab . atas pembinaan
cnyclenggaraan perlindungan konsumen ly&mg men-
umin diperolchnya hak konsumen dun pefaku usaha
crta chlaksanakannya . kewajiban ‘konsumen dan
claku usaba,

embinaan olch pemerintah atas penyclenggaraan
crlindungan  konsumen scbai;aimnnn dimaksud
ada ayal (1) dilaksanakan olch Menteri dan/atau
ientert (eknis terkait,

APERUNDANG-UNDANGAN -

)

(s)

&)

M

@

4

(5)

(©)

‘Menteri scbagaimana

dimaksud pada ayat (2)
mclakukan koordinasi utas penyclenggaraun perlin-
dungun konsumen,

Pembinaan penyclenggaraan perlindungan kon-
sumen scbagaimana  dimaksud pada -ayat (2)
mcliputi upaya untuk : TR

8. lerciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubun-
gan yang schat antara pclaku usaha dan kon-
sumcn; , '

b. berkembangnya lembaga  perlindungan kon-
sumen swadaya masyarakat;

¢. mcningkatnya kualitas sumber daya manusia
scrta meningkatnya kegiatan penclitian can pen-
gembangan di bidang perlindungan konsumen,

Ketentuan “ lebih lanjut mengenai pembinaan
penyclenggaraan perlindungan konsumen  diatur
dengan Peraturan Pemcrintah,

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 30

Pengawasan terhadap penyclenggaraan perlindun-
gan konsumcn scrta peacrapan kelentuan peraturan
perundang-undangan disclenggarakan oleh
pemcrintah, masyarakat, dan lembaga perlindun-
gan konsumcn swadaya masyarakat,

Pengawasan olch merintah scbagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilaksanakan olch Menteri
dan/atau menteri tcknis terkait, i

Pengawasan olch masyarakat dan. lembaga  perin-
dungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan
terhadap barang dan/atau jasa “yang beredar di
pasar, '

Apabila hasil pengawasan scbagaimana dimaksud
pada 13'&! (3) ternyata menyimpang dari peraturan
Bcrun ang-undangan mng berlaku “dan mem-
ahayakun konsumen, Menteri dan/atau menteri
tcknis mengambil tindakan scsuai dengan peraturan
nerundang- undangan yang berlaku.

Hasil pengawasan yang disqlcng&nrakmrmusyarakut
dan lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat dapat discbarluaskan kcpa u
masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri
dan menteri (eknis, s

Kclentuan gclnksunuan tugas pengawasan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), nﬁat (2), dan
ayat (3) ditctapkan dengan Peraturan Pemerintah,
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BADB VIIT
\DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

.lhlgiun Pertama
Numa, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31 : .

Dadam rangka mengembangkan upaya  perlindun-
 Konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen
sional.

nasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional
kedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indoncsia,
hertanggung jawab kepada Presiden,

Yasal 33

Badan Perlindungan Konsumen * Nasional mcm-
yai fungsi memberikan saran dan pertimbangan
ada pemerintah dalam upaya mengembangkan per-
ungan konsumen di Indoncsia.

Pasal 34

Untuk menjalankan lungsi scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumcn
Nasional mempunyai lugas :

a. memberikan saran dan rckomendasi kepada
pemerintah dalam rangka penyusunan kcbijak-
sanaan di bidang perlindungan konsumen;

b, melakukan penclitian dan pengkajian terhadap
peraturan perundang- undangan yang berlaku
di bidang  perlindungan konsumen;

¢, melakukan penclitian terhadap barang dan/atau
s yang menyangkut kesclamatan konsumen;
d. mendorong, l:urkcmlnu:l;uyu lembaga  perlin-
dungan konsumen swadaya masyarakat;
|
¢. menycharluaskan informasi melalui media men-
genai perlindungan  konsumen  dan
memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada
konsumen;

[ menerima pengaduan tentang  perlindungan
konsumen dari masyarakat, lembaga perlindun-
wn konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku
usihag :

g melakukan survei yang menyangkut kebutuhan
konsumen, ’

Dalam melaksanakan (ugas scbagaimana dimaksud
pacda ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen
Nasional dapat bekerja sama dengan  organisasi
konsumen internasional,

REA PIZRUNDANC-UNDANGAN

Bagian Kedua
Susunan Orgunisasi dan Keanggotaan

Pasal 35

(1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri -
atas_scorang kclua mcrangkap anggota, scorang
wakil kctua mcrangkap anggota, serla sckurang-
kurnnEnya 15 ﬁlima belas) orang dan scbanyak-
banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang
mewakill scmua unsur.

(2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional

diangkat dan diberhentikan olch Presiden atas usul

' Menleri, sctclah dikonsultasikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indoncsia,

(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dun anggota Badan
Perlindungan Konsumen Nasional sclama 3 (liga
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu
kali masa jabatan berikutnya, '

(4) Kctua dan wakil kctua Badun Perlindungan Kon-
sumcn Nasional dipilih olch anggota. -

Pasul 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional
terdiri atas unsur : ‘
a. pemcerintah;
b. pelaku usaha; )
¢. lembaga perlindungan konsumcn swadaya
masyarakat;
d. akademisi; dan
c. tcnaga ahli.
)

Pasal 37

Persyaratan kcanggotaan Badan Perlindungan Kon-

sumen Nasional ndnla[ig.

a. warga negara Republik Indoncsia;

b. berbadan schat;

¢. berkelakuan baik;

d. tidak pernah dihukum karcna kcjahatan;

c. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang
- perlindungan konsumen; dan :

L, crusia sckurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun,

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen

Nausional Dberhenti karena :

a,  meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

¢.  bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik
Incloncsia; .,

d. sakil sccara terus mencrus;

¢.  berakhir masa jubalan sebagai anggota; atau

[.  diberheatikan, :
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Pasal 39

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Per-
lindungan Konsumen Nasional dibantu olch sck-
retariat, :

Sckretariat schagaimana Jimaksud pada ayat (1')
dipimpin oleh scurmlF sckretaris yang diangkat olch
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional,

Fungsi, tugas, dan Lata kerja sckretariat scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam kecputusan
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.,

Pasal 40

Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumecir
Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota
Dacrah Tingkat | untuk membantu pelaksanaan
Lugasnya.

Pembentukan  perwakilan  scbagaimana  dimaksud
L)acln ayat (1) ditctapkan Iebih lanjut dengan
ceputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen
Nasional.

Tasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan
isumen Nasional l:ckcrg:l berdasarkan Lata kerja yang
ur dengan keputusan Badan Perlindungan Konsumen
ional,

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan
numen Nasional dibebankan kepada anggaran pen-
atan dan helanja nepara dan sumber lain yang scsuai
pan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan

L Perlindunpan Konsumen Nasional  diatur dalam
aturim Pemerintah,

BAB 1X
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 44

Pemerintall mengakui lembaga perlindungan kon-
sumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat,

~ Lembaga  perlindungan  konsumen  perlindungan
swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk
berpcran aktil dalam mewujudkan perlindungan
konsumen,

Tugas  lembaga  perlindungan konsumen  swadaya
masyarakal meliputi kegiatan :

WRTA PERUNDANCG-UNDANGAN

@

(1)

(2

(©)

Q)

1

a. menycbarkan informasi dalam rangka
mcningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban
dan kchati-hatian konsumcn dalam mengkon-
sumsi barang dan/atau jasa;

b. mcmberikun nasibat kepuda  konsumen yung
memerlukannya;

& bekerja sama dengan instansi terkait dalam
upaya mewujudkan perlindungan konsumcn;

d. membantu konsumcn dalam memperjuangkan
haknya, termasuk mencrima kelubhan atau pen-
gaduan konsumen;

c. mclakukan pcnf;uwasan bersama pemerintah dan
masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan
konsumcn.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemcrintah.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 45

Sctiap konsumen yang dirugikan dapal menggugat
pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas
menyclesaikan  sengketa antara konsumen (‘l’nn
pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada
di lingkungan peradilan umum.

Penyclesaian sengketa konsumcen dapat ditempuh
melalui pengadilan atau di luar pengadilan ber-
dasarkan pihh:m sukarcla para pihak yang ber-
scngketa,

Penyclesaian sengketa di luar pengadilan
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak men-
hilangkan tanggungjawab pidana scbagaimana
5ialur dalam Undang-undang,

Apabila telah dipilih upuim penyclesaian sengketa
konsumen di luar pengadilan, Fugatnn mclalui pen-
gadilan hanya dapat ditcmpuh apabila upaya ter-
scbut dinyatakan tidak berhasil olch salah satu
pihak atau olch para pihak yang bersengkcta.

Pasal 46

Gugatan atas pclanggaran pelaku usaha dapat

“dilakukan plch ;

4, scorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris
yang bersangkutan;
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b, sckelompok konsumen yang mempunyai kepen-
tingan yang sima;

¢. lembaga perlindungan konsumen swadaya

masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu ber-

bentuk biddan hukum atau yayasan, yang dalam
anggaran dasarnya mcaycbutkan dengan tegas
b:shwa tujuan  didirikannya organisasi terscbut
adalah untuk kepentingan perlindungan  kon-
sumen dan tclah melaksanakan kegiatan scsuai
dengan anggaran dasarnya;

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila
barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau
dimanfaatkan mengakibatkan kerugian malcri
yang besar dan/atau korban yang tidak scdikit;

Gugatan yany diajukan olch sckelompok konsumen,

lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, atau huruf d
digjukan kepada peradilan umum.

Ketentan lebih lanjut mengenai kerugian materi
yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul d diatur
dengan Peraturan Pemerintah,

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Tasal 47

Penyclesaian sengketa konsumen di luar pengadilan
lenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai
wk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai Lin-
i ferfentu untuk menjaniin tidak akan terjadi kem-

atau tidak akan terulang kembali keeugian yang
rila oleh konsumen,

Bagian Ketiga
Penyelesainn Senpketa Melalui Pengadilan
Tasal 48
Penyelesainn sengketa konsumen melalui pengadilan

wicu pada ketentuan tentang peradilan umum yang
Jkudengan memperhatikan ketentuan dalam Pasa

BAB X1
DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

asal 49
Pemerintab  membentuk badan penyclesaian

cgketa konsumen di- Dacrah Tingkat™ 1T untuk
penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan,

APERUNDANCG-UNDANGAN

]

(2) Untk dapat diangkat menjadi anggota badan

penyclesaian seogkela konsumen, sescorang harus

- memenuhi syaral scbagai berikut :

4. warga ncgara Republik Indoncsia;

b. berbadan rchat;

¢. berkclakuan baik; ‘

d. tidak pernah dihukum karcna kejahatan;

¢. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang

Ecrlindungan konsumen;

[ tirusin sckurang-kurangnya 30 (liga pulub)

Lahun,

(3) Anggola schagaimana dimaksud pada ayat (2) ter-
diri atas unsur pcmerintah, unsur konsumen, dan
unsur pelaku usaha.

(4) Anggota sctiap unsur scbagaimana dimaksud pada
ayat (3?) berjumlah scdikit-sedikitnya 3 (tiga) orang,
dan scbanyak-banyaknya 5 (lima) orang,

(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan
K?nyclc_saian sengkcta konsumcen ditctapkan olch
cnleri, -

%asal 50

Badan penyelesaian senpgketa konsumen
schagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat -(1) terdiri
atas :

a.  ketua merangkap anggola;
b.  wakil ketua merangkap anggota;
c.  anggola.

Pasal 51

(1) Badan penyclesaian sengketa konsumen dalam men-
jalankan tugasnya dibantu olch sckretariat.

(2) Sckretariat banda penyclesaian scugketa konsumen
terdiri atas kepala sckretariat dan anggota sck-
rctarial.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sckretariat
" dan nngkrmn sckretariat badan penyclesaian
sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri,

2 Pasul 52

Tugas dan wewenang badan penyclesaian sengketa
konsumen meliputi :

a.  melaksanakan penanganan dan penyclesaian
scengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi
atau arbitrase atau konsiliasi;

b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

¢.  melakukian pengawasan terhadap pencantuman
klausula baku; '

d.  mclaporkan kepada penyidik umum apabilaterjadi
pelanggaran kelentuan dalam Undang-undang ini;

¢ mencrima pengaduan buik tertulis maupun tidak
tertulis, dari konsumen (entang terjadinya
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

10
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melukukan penclitian dan pemeriksaan  sengketa
perlindungan konsumen;

memanpeil pelaku usaha yang diduga telah
melakukan pelanggaran terhadap pelindungan kon-
sumen;

memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli
dan/atau sctiap orang yang dianggap mengetabui
pelanggaran terhadap Undang-undang ini;

meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan
pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau scl.mr orang
sehagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf b,
yang lidak Dbersedia memenuhi .panggilan badan
penyelesaian sengkela konsumen;

mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat,
dokumen, atau alat bukti lain guna penyclidikan
danfatau pemeriksaan;

memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya
kerugian di pibak konsumen ;

memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang
melakukan pelanggaran terhadap perlindungan kon-
sumen;

menjatubkin sanksi administratil kepada  pelaku
usaha yang mcelanggar ketentuan Undang-undang
i,

Pasal 53

Kelentuan lebil lanjut mengenai pelaksanaan tugas
wewenang badan penyclesalan sengketa konsumen
ah Tingkat I1 diatur dalam surat keputusan menteri.

Yasal 54

Untuk menangani dan menyelesaian sengketa kon-
sumen,  badan penyelesaian sengkela  konsumen
membentuk majelis,

Jumbih anggota majelis sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga)
arang yang mewakili semua unsur scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serla dibantu
oleh scorang panitera,

Putusan mejelis bersifat final dan mengikat,

Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan
ugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri,

Pasul 55
Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib men-

tkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua
|s;1r.u; hari kerja setelah gugatan diterima,

TAPERUNDANG-UNDANGAN

(M

@

®)

)

)

Pasal 56

Dalam waktu paling lambat 7 (tujub) hari kerja
scjuk mencrima putusan badan ~  penyelesaian
sengkela konsumen scbagaimana dimaksud dalam
Pusal 55 peluku usaha wajib melaksunakan putusan
terscbut,

Para pihak dapat mcngajukan kcberatan kepada
Pengadilan Ncgeri paling lambat 14 (cmpat belas)
hari ll;crja sctclah mencrima pemberitahuan putusan
lerscbut,

Pclaku usaha yang tidak mengajukan keberatan
dalam jangka waklu scbagaimana dimasud pada
ayal (2) dianggap mencrima putusan badan
penyclesaian sengketa konsumen.,

Apabila ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat
(15‘ dan ayat (3) tiduk dijulankan olch pclaku
usaha, badan penyelesaian” sengketa konsumen
mcnicruhkan putusan terscbut kcpada penyidik
untuk mclakukan penyidikan sesuai dengan keten-
tuan perundang-undangan yang berlaku,

‘Putusan badan penyclesaian sengketa konsumen

scbagaimana dimaksud pada ayat (3) mcrupakan
bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk
mclakukan penyidikan, ,

Pasal 57

Putusan majelis scbagaimana dimaksud dalam Pasal

54 ayat (3) dimintakan penctapan cksckusinya kepada
Pengadilan Negeri di tcmpat konsumen yang dirugikan,

(1)

2

()

Yasal 58

Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas
keberalan scbagaimana dimaksud dalum Pasal 56
ayal (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari scjuk ditcrimanya keberatan.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri schagaimana
dimaksud pada ayat (I), para pihak dalam waktu
paling lambat 14" (cmpat belas) hari dapat men-
5njukagn kasasi ke Mahkamah Agung Republik: In-
Oncsia. .

Mahkamah Agung Republik Indoncsia wajib men-
scluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30
?liga pulu[:) hari scjuk mencrima permohonan
kasasi, '

BAD X11
PENYIDIKAN

Pasal 59

1
1) Aelain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,

Pcjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
instansi pcmerintah yang lingkup tugas dan

11
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gy, Jawabaya dic bidang perlindungan kon-
sumen jupa diberi wewenang  khusus scbagai
penyidih sebhigaimana dimaksud dalam Undang-un-
dang Hlukume Acara Pidana yang berlaku,

Penyidik ejabat Pegawai Negeri Sipil schbagaimana
dimaksud pada ayal (1) berwenang :

©ac melabelon pemeriksaan atas kebenaran laporan

atan beterangan berkenaan dengan tindak
pickana i hidang perlindungan konsumen;

b, melokukan pemeriksaan terhadap orang atau
baclan: bukum vang diduga melakukan tindak
pidana di hidang perlindungan konsumen;

¢ meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
atau badan hukum schubunFan dengan peristiwa
tindak pidana di bidang per indungan konsumen;

doomelakuhan pemeriksaan atas pembukuan,
calatan, «an dokumen liin berkenaan dengan
tindak pickina di bidang perlindungan konsumcn;

e mlakiiban pemeriksaan di tempat tertentu yang
Ciduga terdapat baban bukti serta melakukan
Peuyitan techadap barang hasil pelanggaran
vang dapal dijacdikan bukt 3ulam perkara tindak
pidana di bidang perlindungan konsumcn;

Lo wemines bastuan ahli dalam rangka pelaksanaan
Chts penvidiban tindak pidanadi bidang per-
Eodieson Fonsumen,

Penyidilk Pejabin Pegawai Negeri Sipil scbagaimana
dimuind puicd avat (1) memberitahukan dimulainya
penyicdikan sl sl penyidikannya kepada Penyidik
Pejabat Polisi Nepara Republik Indonesia.

Venyidik i'ciabat Pepawai Negeri Sipil schagaimana
dimakand pada avat (1) menyampaikan  hasil
penyiditun hepada Penuntul Umum  melalui
Pens it Pepahat Polisi Negara Republik Indonesia,

DAL NI
SANKSI

Pagian Pertama -
<t Administratir

i"asal o0

Yadan penyelesaian sengketa konsumen berwenang
menjaiubkan sanksi administratil terhadap pclaku
usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat
(3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26,

Sanksi administratil berupa penclapan ganti rugi
paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiiii),

RTA IR IINDANC- UNDANGAN

(©)

Tata cara penctapan sanksi administratif
scbagaimana dimaksud pada i?'ut (1) diatur lcbih
lanjut dalam peraturan perun ang- undangan,

Bagiun Kedua
Sunkst Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku

usaha dan/alau pengurusnya,

(1)

(2)

Pasal 62

Pelaku usaha yang mclan sgur ketentuan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat
(1) hurul a, huruf b, huruf ¢, huruf ¢, ayat (2),
dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp 2.000.000.000,00 &uu miliar rupiah),

Pcelaku usaha yang mclanggar ketentuan
scbagaimana dimaksud Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13
ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1)
huruf d dan hurul [ dipidana dengan pidana penjara
raling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling
panyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka

berat, sakit beraf, cacat letap atau kematian diber-

lakukan ketentuan pidana yang berlaku,
Pasal 63~

Terhadap sanksi pidana sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal 62, dapat dijawuhkan hukuman tambahan,
berupa:

i
b.
c.

d.

C.

L.

perampasan barang tertentu;

pengumuman keputusan hakim;

pembayaran ganti rugi;

perintah penghentian kegiatan tertentu yang
menycbabkan timbulnya kerugian konsumen;
kewajiban penarikan arang dari peredaran; atau
pencabutan izin usaha,

BADB X1V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64

Scgala kelentuan peraturan perundang-undangan

yar‘:jg bertujuan melindungi konsumen z:mg telah ada
pada

tcta
dan

saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan
berlaku sepanjang tiduk diatur sceara khusus
atau lidak bertentangan dengan ketentuan dalam

Undang-undang ini.
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65
Undang-undang ini mulai beelaku setelah 1 (satu) ‘ahun-sejak-divmdamgkan;

Agar scliap ‘orang mengelahuinya, memerintahkan pcngundanFan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Necgara Republik Indoncsia.

Disuhkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999

PRESIDEN REPUBLIIC INDONESIA,
(Lel.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42

A PERUNDANG-UNDANGAN
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG
; FERLINDUNGAN KONSUMEN

A (M

basgonan disg perhembangan perckonomian umum-
dan Khususnya di bidang perindustrian dan per-
ngan nasional telah menghasilkan berbagai vasiasi
ng danZitan jasa yang dapat dikonsumsi, Disamping
elobaiisasi Jan perdagangan bebas ang didukung
Lemajuan teknolopi telekomunikasi dan informatika
vomemperluas ruang gerak arus transaksi barang
atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara,
g bacanyg, dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi
procduhsi lune neperni maupun produksi dalam negeri.

disi ooy demikion pada satu pihak  mempunyai
Faal bawon konsumen Karena kebutuhan akan barang
atan fasa yang citnginkan  dapat terpenubi serla
kin terbula lebar kebebasan untuk memilih ancka
Cdan kuaditas barang dan/atan jasa sesuai dengan
ginan dan kemampoan konsumen.

isi Lazn, kondisi dan fenomena terscbut di atas dapat
pakibaikan kedudukan pelaku usaha dan konsumen
i tidak scimbaog dan konsumen berada pada
sioyang lewalb, Konsnmen menjadi objek aklivitas
s untvk meraup keuntunpan yang scbesar-besarnya
jrelaku usaba melaiui kial promosi, cara penjualan,
| pencrapan perjanjian standar yang merugikan kon-
Wi )

or utama yang menjadi keicmaban konsumen adalah
il kespdaran kovsaoen akan hakoya masih rendah,
i tevutama disgcbabhan ¢ leh rendalinga pendidikan
amen, Oleh karena itu, Undang-undang Perlindun-
Koustmen dimaksudkan menjadi landasan hukum
Ckuat bapd peswerintah aan lembaga perlindungan
anaen swaddayvi wasyarakal untuk melakukan upaya
berdaynan konsumen melalui pembinaan dan pen-
L Foasumen,

vit pemberdayaaa ol peoting karena tidak mudah
pharainkon oo faran pelaku usaha vong pada dasar-
prinnin chevomi pelaku usaha adalaly meadapat
g yang semaksimal mungkin dengan modal
imai munpkin, Prinsip int sangal potensial
apikan kepentingan koasumen, baik sccara langsung
pun tidak langsung, '

dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas,
w upaya pemberdayaan konsumen melalui pembens
n uncang-undang yang dapat melindungi kepentin-
honstaen secari i'lh:!_;r:\li(l dan komprehensil dapat

rpkan sceara el 0 masyarakal,

RTATIRUNDAY UINDANGAN

-

Piranti hukum ying mclindungi konsumen tidak dimak-
sudkan untuk mematikan usalia para pelaku usaha, letapi
justru schaliknya perlindungan konsumen dapat men-
dorong iklim berusaha yang schat yang mendorong lahir-
nya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi
persaingan melalui penyesuatan barang daw/atau jasa
yang berkualitas.

Disamping ilu, Undang-undang tentang Perlindungan
Konsumen ini dalum pelaksanaannya tetap memberikan
perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menen-
gah, Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan
pencrapan sanksi atas pelanggarannya.

Undiang-undang tentang  Perlindungan  Konsumen  iai
dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan
nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pem-
bangunan hukum yang memberikan perlindungan ter-
hadap konsumcn adalali dalam rangka mcmbangun
manusia Indonesia scutuhnya yang berlandaskan pada
falsufah kencgaraan Republik Indoncesia yaitu dasar
negara Pancasila dan konstitusi ncgara Undang-Undang
Dasar 1945,

Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan
Konsumen pada dasarnya bukan merupakn awal dan
akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan
konsumen, scbab sampai pada terbentuknya Undang-
undang tentang Perlindungan Konsumen ini teqah ada
beberapa undang-undang  yang materinya  melindungi
kepentingan konsumen, seperli:

a.  Undang-undang Momor 10 Tahun 1961 icentang
Cenclapan Peraturan Pemerintah Pengganti Une
i wg-undang Nomor 1 Tahun 1961 teniang Barang,
wiemjadi Undang-undang;

.

Uadang-undang Nomor 2 Tahun 1966

i/ypicne;

tenlang
¢.  Undang-undong Nomoer § Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerinialuin i Dacraly

d.  Undang-undang Nowmor 2 Tahun 1981 (entang
Metrologi Legal; '

¢ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 teatang, Wajib
Daltir ierusahaan;

Undang-undang Nowo: £ Taliun 198+ tcatang Perin-
ustrian;

i
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Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang
Ketenagalistrikan;
Undang-undang. Nomor 1 ‘Tahun 1987 (entang
Kamar Dapgangy dan Industri;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Keschatan;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 (cntang
Agreement Es(ablishing The World Trade Organiza-
tion (Persctujuan Pembentukan Organisasi Per-
dagangan Dunia);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Per-
scroan Terbalas;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 (cntang

Usahia Kecil;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pan-
gan;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang
Perubahan Atas Undang- undang Hak Cipta
sehagaimana (elah diubah dengan Undang-undang
Nomor 7 “Tahun 1987,

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tcntang
Perubahan Atas Undang- undang Nomor 6 Tahun
1989 tentang Paten;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 lentang
Perubahan Atas Undang- undang Nomor 19 Tahun
989 tentang Merck;

Undang-undang,. Nomor 23 “Taibun 1997 (cotang
Penpelolaan Lingkungan Flidup;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Penyiaran;

Undang-undang, Nomor 25 ‘lihun 1997 lentang
Kelenapakerjaan;

Umlnnﬁ',—uml;mlz Nomor 10 ‘Tahun 1998 tentang
Perubaban Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan,

mndungan Konsumen dalam hal pelaku usaha
nggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tidak
ir dalam Undang-undang tentang Perlindungan Kon-
h ini karena sudah diatur dalam Undang-undang
or 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-
g Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, dan Un-
sindang Nomor 14 “Tubun 1997 tentang Mcrck, yang
aggar menghasilkon atau memperdagangkan barw
dau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI,

ikian juga perlindungan konsumen di bidang
ungan hidup - tidak diatur dalam Undang-undang
mg Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur
m Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

A PERUNDANG-UNDANGAN

Pengelolaan  Lingkungan Hidup mengenai kewajiban
sctiap orang untuk memelihara kelestarian [ungsi
lingkungan hidup scrta mencegah dan menanggulangi
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.,

Ci kemudian hari masih terbuka kemungkinan terben-
tuknya undang- undang baru yang pada dasarnya memuat
ketentuan-ketentuan yang mclimfungi konsumen. Dengan
demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Kon-
sumen ini merupakan payuns?rl Kang mengintegrasikan
dan memperkuat pencgakan hukum di bidang perlin-
dungan konsumen,

Il.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Di dalam kc!guslukga p_ckonomj dikenal istilah
konsumcn akhir dan konsiimcn antara. Kon-
sumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat
akhir dari suatu produk, scdangkan konsumen
antara adalah konsumen yang menggunakan
suatu produk schagai bagian'dari proscs produk-
st sualu produk lainnya. Pengertian konsumen

dullqm Undang- undang ini adalah konsumcn
akhir,

Angka 3
*claku usaha yang termasuk dalam pengertian
ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN,
koperasi, importir, pedagang, distributor dan
lain-lain,

Angka 4

. Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jclas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan par-
lisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan
konsumen scrta menunjukkan bahwa perlindun-
gan konsumcn menjadi tanggung jawab bersama
antara pemerintah dan masyarakat,

Angka 10
l%Zkulv:up jclas

Angka 11
adan ini dibentuk untuk menangani
penyclesaian sengkela konsumen yang ' efisicn,
cepat, murah dan profcsional.

15
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Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Al

Perlindungan konsumen disclenggarakan schagai
usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang
relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

!.)

4.

Asas manlaal  dimaksudkan untuk men-
gamanatkan bahwa scgala upaya dalam
wenyclenggaraan  perlindungan konsumen
wrus memberikan manfaat scbesar-besar-

nya bagi kepentingan konsumen dan pelaku -

usiaha sccara kescluruhan,

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi
scluruh rakyat dapat diwujudkan sccara
maksimal dan memberikan  kesempatan
kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperolch haknya dan mclaksanakan
kewajibannya sccara adil.

Asas  kescimbangan  dimaksudkan untuk
memberikan kescimbangan antara kepentin-
gan konsumen, pelaku usaha, dan pemerin-
tah dalam arti materiil ataupun spiritual,

Asas keamanan dan kesclamatan konsumen
dimaksudkan untuk memberikan jaminan
alas kcamanan dan kesclamatan kepada
konsumen dalam penggunaan, pemakaian
dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau digunakan,

Asas kepastian hukum  dimaksudkan agar
baik pelaku wsaha maupun konsumcn
menaati hukum dan memperoleh keadilan
dalam penyclenggaraan perlindungan kon-
sumen, serta negara menjamin  kepastian
hukum, ;

Huruf g
Hak untuk diperlikukan atau dilayani secara
benar dan jujur serta tidak, diskriminatil_bes-
dasarkan suku, agama, budaya, dacrah, pen-
didikan, kaya, miskin dan stalus sosial lainnya.

. Hurul h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jclas

Pasal §
Cukup jclas

Pasal 6

Pasal 7

Cukup jclas

Hurul a
Cukup jelas

Hurul b
Cukup jelas

Hurul ¢ ;
Pclaku usaha dilarang membeda-bedakan kon-
sumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku
usaha dilarang membeda-bedakan mutu
pelayanan kepada konsumen,

Huruf d
Cukup jelas

Hurufl ¢ '
Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa
tertentu adalah barang yang ri,upat diuji atau
dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau
kerugian.

Huruf [
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jclas

al 3
Cukup jelas

al 4

Hurul a

Cukup jelas
Hurul b

Cukup jelas
Hurul ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Hurul ¢

Cukup jelas
Huruf [

Cukup jelas

CTAPERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 8

Ayat (1)

Hurul a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Hurul ¢
Cukup jclas
Huruf d
Cukup jclas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
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Hurul g

Jangka waktu peapgunaan/pemanilaatannya yang
aling baik adalah” terjemahan dari kata “best
wlore yang, biasa digunakan dalam label produk

makanan,

Hurul h

= Cukup jelas

Hural i
Cukup jelas

Flurul' j
Cukup jelas

Ayat (2)

Barang-barang yagn dimaksud adalah barang-
mcmbahayakan konsumcn
dan scsuai dengan ketentuan perundang- un-
dangan yang berlaku,

barang yang tids

Ayal (3)

Scdinan Tarmasi dan pangan yang dimaksud
adalah yang membahayakan konsumen menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Ayal (4)

Menteri dan menteri teknis berwenang menarik
barang dan/atau jasa dari peredaran,

al 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayal (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

al 10
Cukup jelas

al 11

Hurul a
Cukup jelas

Hurul b
Cukup jelas

Hurufl ¢
Cukup jelas

Hurul d
jum

Hurul ¢
Cukup jelas

RTA PERUNDANG-UNDANGAN

Ynn{_; dimaksud dengan jumlah (ertentu dan
ah yang cukup adalah jumlah yang mcmadai
scsuai dengan antisipasi permintaan Konsumen,

Hurul [
Cukup jelas

Pasal 12

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jclas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

{’nsal 18
Ayat (1)

Cukup jclas

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan
kedudukan konsumen sctara dengan

usaha berdasarkan

berkontrak.

Hurufl a
Cukup jelas

Hurul b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Hurufl d
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jclas

Flurul [
Cukup jclas

Hurul g
Cukup jelas

Hurul h

Cukup jelas

prinsip kebe

b

claku
asan
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Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayal (4)
Cukup jelas

=19

Ayal (1)
Cukup jelas
Ayal (2)
Cukup jelas
Ayat (3
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

20
Cukup jelas

21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

| 22
Kelentuan ini dimaksudkan untuk mencrapkan
sistem beban pembuktian terbalik.

123
Cukup jelas

| 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

| 25

Ayat (1) '
Cukup jelas .

Ayat (2)
Cukup jelas

| 20
Cukup jelas

| 27

Hurul a
Cukup jelas

Hurul b
Cacat timbul di kemudian hari adalah scsudah
l;uul;gul ang mcndz‘lpat jaminan dari pclaku
usaha schagaimana diperjanjikan, baik tertulis
maupun lisan,

RIA PERUNDANG-UNDANGAN

e

Hurul ¢

Yang dimaksud dengan kualilikasi barang adalah
ketentuan standarisasi yang telah  ditctapkan
pemerintah  berdasarkan  kescpakatan semua
pihak,

Huruf d

Cukup jelas

Hurul ¢

Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa
garansi.

Pasal 28

Cukup jclas

Pasal 29
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayal (2)

Cukup jclas

Ayat (3)

Cukup jeclas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayal (5)

Cukup jclas

Pasal 30
Ayal (1)

Cukup jelas

Ayal (2)

Yang dimaksud dengan menteri (cknis 'aduln_h
menleri yang berlanggungjawab sccara eknis
menurut bidang tugasnya.

" Ayat (3)

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan
Icm%mg:l perlindungan konsumen swadaya
masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa
yang beredar di pasar dengan cara penclitian,
pengujian dan/atau survei.

Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi
tentang ristko penggunaan barang jika diharus-
kan, pemasangan kabel, pengiklanan, dan lain-
lain yang diisyaratkan berdasarkan  ketentuvan
peraturan perundang-undangan dan kebiasaan
dalam praktik dunia usaha.

Ayal S:l)
Cukup jelas -

¥

up jelas

up jelas
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3
Cukup jelas

32
Cukup jelas

33
Cukup jelas

34
yat (1)

urul a
Cukup jelas
urul b
Cukup jelas
urul ¢
Cukup jelas
urul d
Cukup jelas

urul ¢

Keberpihakan kc{;uda konsumen dimaksudkan
untuk “meningkatkan sikap peduli yang tinggi
lerhadap konsumen (wisc consumcnsmg.

urul [
Cukup jelas

ucul g

al (2)
Cukup jclas

5
at (1)

Jumlah wakil sctiap unsur tidak harus sama.
al (2)

Cukup jelas

al (3)

Cukup jelas

al (4)

Cukup jelas

)

il a

Cukup jelas

el

Cukup jelas

irul ¢

Cukup jelas

rul

Akademisi adalah mcreka yang berpendidikan
linggi dan anggola perguruan tinggi. |

rul ¢

Tenaga abli adalah mereka yang berpengalaman
di bidang perlindungan konsumen, '

| PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 37
Cukup jelas

~ Pasal 38

Huruf a
Cukup jclas

Huruf b
Cukup jclas

* Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d _
Sakil sccara (crus mencrus schingga tidak

mampu mclaksanakan tugasnya.
Flurul ¢
Cukup jclas
Huruf
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jclas
Ayat (2)
Cukup jclas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) -

Yang dimaksud dengan dengan keputusan Ketua
Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah
keputusan yang ditctapkan berdasarkan
musyawarah anggota,

Pasal 41

Yang dimaksud dengan dengan keputusan Ketua

Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah

keputusan yang ditctapkan berdasarkan
*  musyawarah anggota,

Pusal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antars
lain, terdafltar dan diakui serta crgerak i
bidang perlindungan konsumen,

Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayal (3)
Cukup jelas

Ayal (4)
Cukup jelas

Masal 45

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) '
Penyelesaian sengketa konsumen scbagaimana
dimaksud pada ayatini tidak mcnutup
kemungkinan  penyclesaian damai olch para
pihak yang bersengketa. Pada sctiap tahap
diusaliakan untuk menggunakan penyclesaian
damai oleh kedua belah prhak yang Ecrsgngkcla.

Yang dimaksud dengan penyclesaian sceara
damai adalah penyelesaian yang dilakukan olch
kedua belah pihak yang bcrscn%kctu (pclaku
usaha dan konsumcn{tnnpn mclalui pengadilan
atau badan  penyclesaian sengketa konsumen
dan tidak bertentangan dengan -Undang-undang
mni.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat ()
Cukup jelos

Ssal 46

|
|
|

Ayat (1)

Hurul a
Cukup jelas

Hurul b
Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok
alane elass action,
Gugatan kelompok atau class aclion harus
diajukan olch konsumen yang benar-benar
dirugikan dan dapat dibuktlikan sccara hukum,
salaly satu diantaranya adalah adanya bukti trans-
aksi

Hurul ¢
Cukup jelus

Hurul d
Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau
korban yang tidak scdikit yang dipakai adalah
besar dampaknya terhadap konsumen,

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

RIAPERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 47

Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini
berupa pernyataan (ertulis yang mencrangkan
bahwa udak akan terulang kembali perbuatan
yang (clah mcrugikan konsumen tersebut,

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1) _
Cukup jclas

Ayat (2)
Cukup jclas

Ayat (3)
Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan
konsumcn swadaya masyarakat atau sckclompok
konsumen,

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jclas

Pasal 50

Cukup jclas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas ,
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

' Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1
A Cukt)lp jelas

Ayal (2)
Cukup jelas

Ayat (3) )
Yuang dimaksud dengan putusan majelis bersifat
final adalah bahwa dalam badan penyclesaian
scngketa konsumen tiduk ada upaya banding
dan kasasi.

Ayat (4)
yaClS(up jelas

20
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SURAT KETERANGAN

No: 75/KAKAK/Agustus/2000

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pelaksana Yayasan Kakak, dengan ini
menyatakan bahwa Mahasiswi :

Universitas - Universitas Jember
Nama : Lestari Sri Palupi
Nim 95,148

Fak - Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Benar-benar telah mengadakan konsultasi di Yayasan Kakak gnna melengkapi skripsi
dengan judul “ Tinjauan Yuridis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan
Korban Pistol Mainan :

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

‘Surakarta, 3 Agustus 2000

Ketua Pelaksana
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GERRNAN SOuDKRITAS KABSUMEN INDORESIA
YLKI YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN
Nomor : 044/Eks/YLKI-YK/ /2000

Bersama ini YLKI YOGYAKARTA menerangkan bahwa :

Nama - LESTARI SRI PALUPI
NIM 1 95. 148
Pendidikan : Fakultas Hukum Universitas Jember

Telah melakukan penelitian di YLKI YOGYKARTA untuk keperluan penulisan tugas
akhir/skripsi yang berjudul “Upaya Memberi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan
Korban Pistol Mainan”

Demikian keterangan ini, agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

“ ‘UINS

BFUS UJIANTO

T llh‘Jlﬂll !m,pummmftunm TR -
Vi i) ‘uirwnpuum '
wumngamx ICAbmsUGMNo 2280053!3!3! 901 A =
MW Mﬁwpﬁﬁqmmmﬁmfuw%&mm
mﬁw yam&a&dmmnﬂry% pndmhs@nmmuﬂbmnqumw

Konsumen tentary fak dan Kgwfibannyjo, menggalang
nir-
o e, Sl i o s


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

SEKRETARIAT :. JL. MUSI 30 SURABAYA TLP. 5676553 CODE POS 60241

= YAYASAN KONSUMEN e meE e e = el e aman o el et S

"SURABAYA"
k JAWA TIMUR - J

Surabaya, 16 September 2000

SURAT KETERANGAN
NO. T9/SEEK-YKS/IX/2000

Yang beetanda tangan dibawah ini, kami Pengurus Yayasan Konsumen

Surabaya" Jawa Timur, menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum U-
iversitas Jember,

Nama : Lestari Sri Palupi
Nim : 95.148 '
Alamat : BTN Mastrip Blk,Q/7 Jember

enar-benar telah melaksanakan survei dan pengumpulan data mulai tanggal
9 Maret 2000 s/d 25 Maret 2000 di Yayasan Konsumen "Surabaya" Jawa Ti-
ur, sebagai upaya untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penyusun-
n skripsi,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

A/n. Pengyrus Yayasan Konsumen
| "‘\/ﬁ‘\/—h'/_\"’

"Surkbaya" Jawa Timur

}" ° ‘
»



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

